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A. LAPORAN HASIL PENELITIAN
RINGKASAN

Laut merupakan salah satu aspek esensial dalam menunjang kehidupan umat manusia
Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusts, laut pun berkembang dan beragam dalam
fungsinya, dari sektor perdagangan sampai menjadi sarana hiburan. Namun seiring
berjalannya waktu kemampuan laut mulai merosol, adanya suatu kesenjangan antara
pembangungan dan kemampuan laut ite sendiri dan bila tidak dikendalikan akan terus jatuh.
Perlindungan terhadap lingkungan pesisir dan leut merupakan amanat konstitusi yang
kemudian dijalankan melalui penataan dan pengelolaan, Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang
No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilaysh Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil den lebih lagi
memberl mandat dan kewenangan bagi tiap provinsi umtuk menrumuskan suatu peraturan
daerah mengenai zonasi guna mencapai keseimbangan dalam penataen dan alokasi wilayah
pesisir dan lawnya. Akan tetapi di Bali, yang merupakan salah satu provinsi terbesar dalam
menjalankan ecofourism di Indonesia, belum ada sustu regulasi (Peraturan Daerah) untuk
mengakomodasi pengatiran (ata ruang laut tersebut, yang menimbulkan kekosongan hukum
(rechisvacewm). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan membahas urgensi ates
peraturan dacrah mengenai zonasi bagi Pronvinsi Bali dan dampakmya bagi ekosistem
peraitan Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan pendekatan
dan teknis analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat urgensi untuk merumuskan
kekosongan peraturan daersh tentang zonasi sehingga tidak terjadi ketimpangan antar fungsi
suatu wilayah, dan kekosongan norma. Dengan penelitian ini diharapkan adanya upaya-upaya
untuk mencegah peruntukan genda yang depat berientangan ataupun bertumpang tindih
dalam fungsinys, memberi acuan dalam merumusken paraturan-peraturan terkait dalam
penetepan fungsional suate wilayah, landasan bagi pemerintah untuk bertindak dan
menghentikan pelanggaran-pelanggaran, dan memudahkan pemerintah untuk menetapkan
sona-zona untuk melindungi dan menyangga perairan Bali scria memperbaiki kondisi yang
sedang dialami pada Provinsi Bali
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi yvang diliputi perairan yang mendominasi permukaannya mengandung
berbagai macam kekayaan dunia yang senantiasa perlu dijaga dan dikelola demi
keberlanjutan makhluk hidup. Wilayah perairan ini mendomingsi ruang-ruang
yang ada 4f dunia dan dengan demikian jelas diperfukan taanan-tatanan hukum
yang bersifat komprehensif dalam pembagian wilayah dan penataannya dengan
wilayah daratan yang dikelilinginva, Dengan adanya pengelolaan dan penatasan
yang terpadu maka kepastian atas keberlanjutan dan kelestarian wilayah perairan
dan daraten pun dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan di masa yang akan
datang,

Indonesia sebagal salah sstu negera maritim terbesar di dunia mempunyai
daya tarik wisstawan yang cukup tinggi. D mana jumlah wisatawan tiap tahun
meningkat, seperti yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia pada April 2018 naik 11,04 persen dibanding jumlah
kunjungan pada April 2017, vaitu dari 1,17 juta kunjungan menjadi 1,30 juta
kunjungan', Dengan meningkatnya pcrgerakan menusin dan  pembangunan
infrastrukiur maka keterpaduan dan penataan anter lingkungan dan subjek-subjek

di dalamnys mempunyal peran signifikan yang kemudian akan menentukan

! Badan Pusat Statistica, Jumdsh kunjungsn wisman ke Indonesia April 2018, dituog darl

www.bps. go.id/ pressrelease 2008 /06/04/ 1472 fumlah-kunjungan-wisman-ke-indonasla-
Apustus-201E mencapal-1-30juta-kunfungan=htmi , dakses pada tanggal 12 Septerrbar 2018,
pada puitul 16.42 WIB,
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kemunduran dan kemajuan sustu ekosistemn, dan di sinilah hukom mempunyai
peranan besar,

Menurut Pasal | ayat (3) Undang-Undang Diasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) “Indonesia adalah negara hukum®, Negara
Hukum merupakan suatu konsepsi di mana negara bertujuan menyelenggarakan
ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum, dan segala
kekuasaan dari alat-alal pemerintahannya didasarkan atas hukum®, Di sini dapat
dilihat adanya penckanan terhadap pentingnya cksistensi suatu perangkat hukum
untuk mengatur dan mengarahkan tujuen negara, behwa semua orang fanpa
terkecuali hares tunduk dan bertindak sesuai hukum yang berlaku, tetapi bukan
semata-mata ketertiban hukum saja yang menjadi fujuan bangsa Indonesia. Sesuai
cita-cita dan tujuen bangsa Indonesia vang sebagaimana dicantumkan di dalam
Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 vang menyvatakan, =.... wniek
membentuk suatu Pemerintah Negora fedoresia vang melindungl segenap bangsa
Indonesia  dan  selwrwh ftumpah  darah  Indopesia dan wniek memajuran
kesejafteraagn wmum....”, Indonesia dalam hal ini mempunyai tujuan untuk
menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, pemikiran ini selaras
dengan konsep negara kesejahtoraan atan welfore staie.

Welfore Stote memandang negara sebagai alat belaka untuk mencapai tujuan
bersama, vakni suatu tata masyarakat yang di dalamnya ada kcbahagiaan,
kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara ine, Jelaslah bahwa

Indonesia adalzh negara hukum yang berfujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

¥ €8T, Kansil dan Christing 5.T. Kansi, fmu Negara [Umum dan indonesial, {lakartz: PT Pradnya
Paramita Jakarta, 2001), him. 145-147,
* 1hid, hlen, 147,



urmurm, dan untuk mencapai hal tersehut diperiukan campur tangan pemerintah.
Campur tangan pemerinteh berupa pengaturan atau dengan kats lain membuat
perundang-undangan dalam rangka menata kehidupan bangsa. Oleh karena itu
sistemn hukum perlu dibangun {law making) den ditegakkan @ow enforeing
sebagaimana mestinya’ schingga ketika pemerintah tidak segera membangun
suatu regulasi yang diperlukan untuk menghadapi suatu fenomena, maka
tindakan-tindakan pemerintah yang berupaya untuk mensejahterakan rakvatnya
pun akan terhambat,

Bentuk campur tangan kessjahteraan oleh pemerintah dapat ditemukan dalem
berbagai aspek kehidupan warga negara dan bahkan menjadi kewajiban bagi
pemangku kekuasaan. Hal ini dapar dilibat pada norma, cita dan amanat yang
terkandung dalam konstitusi suatu negara, Di Indonesia sendiri terdapat suatu
gagasan dan pandangan yvang menjadi hak vang dijamin dan tanggung jawab
negara terhadap rakvatnya, dan pedoman dalam ketatanegaraan yaitu lingkungan
hidup itu sendiri. Goagasan ini dapat dilihat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengokobkan hek tiap pribadi untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehal serta menyatskan setiap
kegiatan manusia terutama ckonomi tetap berwawasan atas keberlanjutan
lingkungannya, UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan konstitusi yang mengakul
dan menjiwai pentingnya lingkungan hidup dan keberlanjutannya, atau dengan
kata lain konstitusi hijau (greem comstiufion). Green comstitution sebagai

konstitusi yang mengakomodir kedudukan lingkungan hidup dalam berbangsa

* mmly Asshidgigle, ~“Gagasen Negara Hukum Indonesiz, Forum Dialog Perencenaan
Pembargunan Hukum Masonal, yeng diselenggarakan oleh Badan Pernbingan Huum Nasional
Kementeriean Hukum dan Hakd Kl Jakarta, pada tanggel 22-24 Nopembeer, 2008,
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menekankan gagasan pembangunan berkelanjutan. Gagasan ini berupa produk
yang lahir atas wawasan lingkungan, vang berupa vpaya sadar dan terencana yang
memedukan lingkungan, sumber dayanya, ke daalam proses pembangunan yang
dapat menjami kemampuan, kesejahteraan dan mutu kehidupan yang sudah ada
maupun yang akan ada’ Pengakuan konstitusionalis terhadap lingkungan hidup
dan pembangungan keberlanjutan memmntut bahwa penyusunan perundang-
undangan yang akan dikehendaki maupun perubahan perundang-undangan yang
sudah ada tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan dapat diartikan bahwa
negan harus secara aktif menjamin atau dengan kata lain berikut campur dalam
usahanya untuk merumuskan perundang-undangan sesuai dengan  amanat
konstitusi, Guna mencapai wawasan ¢i atas maka diperlukan peran pemerinteh
dalam penataan ruang yang terpadu, dan disinilah terletak problematika penelitian
ini.

Bali sebagal wilayah bemuansa parawisata memiliki jumlsh wisatawan yang
meningka! dari tahun ke tahun dan tidek menunjukkan adanya tanda-tanda
stagnasi. Provinsi inl melandaskan perekonomian dan bidang usahanya bagi
penduduknya pada wisata dan alam, di mana lebih dari 1,1 juta masyarakat Bali
bekerja di scktor pariwisata dan pertanian karema sumber daya alam yeng
berlimpah dan kesuburan tanshnya. Alam dalam hal ini merupakan sumber utama
kehidupan bagi penduduknya sekaligus menjadi pemikat bagl wisatawan. Namun
dengan adanya peningkatan dalam jumlsh wisatawan, pembangunan yang tidak

selaras dengan daya dukung alam, dan tata kelola vang belum cfektif, saal ini Bali

¢ Jimby Asshiddigie, Green Constitution, {Jakarta: Rajawall Fers, J0E0), k. 135,
4



sedang berhadapan dengan 11.000-ton sampah dengan sistemn pengelolaan sampah
yang belum dapat mengakomodir volume sampah tersebut, cadangan air tanah di
Bali vang telah merosot di bawah 20% schingga diperkiraken akan terjadi krisis
air dan ekologi yang terjadi pada tehun 2020, penambangan pasir yang berlebihan,
dan sncaman abrasi® akan melaju kepada kerusakan ekosistern Provinsi Bali.
Urgensi atas keperduan dalam menata ruang terus menjadi prioritas negara
dalam mengatur lingkungan hidup. Bahkan penataan ruang sedah menjedi amanat
dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (ULl Penataan
Ruang Tuhun 2007) kepada tiap provinsi untuk mengatur penataannya masing-
masing. Menurut M. Daud Silalahi melalui, keglatan dan sarana prasarana
penataan tata rueng meliputi’ (1) Perencanaan Tata Ruang kegistan untuk
menetapkan manfaat ruang dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia
sesuai dengan kebutuhan kegiatan-kegiatan yang diperlukan unfuk memenuhi
kebutuhan masyarakat di masa yang akan datanp. Pada umumnya suali ruang
tertenty dapat digunaken untuk berbagai mocom kegiatan seperti membangun
pemukiman, lahen industri, pertamian, dan sebagainya. (2) Perwujudan Tata
Ruang, yang tmenectapkan bagian-bagian ruang dan menentukan batas-batas
pematokan ruang untuk pemanfaatan yang berbeda-beda dan (3) Pengendalian
Tata Ruang, dimana kegiatan untuk menjaga ager setisp kegiatan dalam

pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Contoh: pemberian izin

* Dilkutip dari httpss/www.consenvation.org/global/indones|a/kerjafokasi/Pages/Ball.aspy,
diakses pada tanggn! 13 September 2018, pubiil 10,15 WIB,

? Dued Sitalahi, Hidkum Linghungan Dalem Slitem Fenegekan Huknm Lingkungan [ndonesi,
(Bandung: Alemei. 2001 hlm, 81,

-



penggunaan lahan yang telah disiapkan_ Jadi pemerintah bukan hanya menetapkan
tapi jugs melakukean fungsinya sampai pada tehap pengawasan suatu penatasm.

Di Bali pun sudah tersusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 {Perda RTRW Frovinsi Bali Tahun
2009} vaitu regulasi yang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah provinsi
yang harmonis dan terpadu dengan perencanasn tata ruang wilayah darag, laut,
udara maupan bumi yang ada di dalamnys . Namun pada kenyataannya,
implementasinya jauh dari apa yang dicita-citakan dalam Perds RTRW Provinsi
Bali Tahun 2009. Salah satu contohnya adalsh masih maraknya pembangunan
fasilitas pariwisata di sempadan pantai yang seharusnya menjadi kawasan lindung
vang juga menjadi kawasan rawan bencana, confohnya pada kawasan sekilar
Uluwaty, Kabupaten Radung® vang sebetulnya dilarang oleh Perda RTRW
Provinsi Bali Tahun 2009 dan bahkan dapat menjadi pemicu kerusakan vang
genting ketika bencana melanda seperti pada bencana yang terjadi di pesisir Selat
Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009
masih belum berjalan efektif. Dalam menjawab problematika ini, diperlukan suatu
tatanar hukum vang dapat mengakomodasi dan mengharmonisasikan Keperluan
khusus atas penataan ruang laut dan pesisir Provinsi Bali yaitu Peraturan Daerah
Rencana Zonasi Wilayah Pesisiv dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWFIK)

Provinsi Bali.

®  anton Mujahir, “Jalan Berlku Mewujudkan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Ball®,

hitp:f www.mongabay.cold/2017/01,/02 falan-berllou-mewujudkan-jearing-kawasan-
konservash-perairan-balf, dizkses pada tangga! 13 Septermber 2018, pukul 1233 Wik,
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Berdasarkan Pasal 9 avat (3) UU Mo. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir den Pulau Pulau Keeil (UL PWPIK Tahun 2007) Pasal 94 ayat
(7} Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009, pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulan kecil selanjutnya harus dijabarkan dalam Rencana Zonasi Wilayeh
Pesisir don Pulau-Pulau Kecil (EZWP3IK) melalui Peraturan Dacrah Provinsi Bali.
Disini terlihat bahwa Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009 tidak dapat berdiri
sendiri tetapi tetap memerlukan Peraturan Daerah RZWP3K untuk mengatur tata
ruang laut dan pesisir (zonasi). Mengenai apa yang dimaksud dengan zonasi dapat
dilihat dalam Pasal | engka {12) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan Kecil (UU PWP3IK Tahun 2007)
yang mengartikan zonasi sebagai “suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan
ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber
daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu
kesatuan dalam ekosistem pesisir”. Zonasi berfungsi ssbapai teknik alokasi dan
pengelolaan untuk memberi penctapan fungsi sustu ruang hingga menciptakan
keserasian dan menghindari penggunaan tumpang tindih dalam suatu wilayah,

Melalni zonasi yang ditetapkan melalui Perda RZWP3EK, diciptakannya
gambaran alokasi yeng mencerminkan keberagaman ftitik dalam mengupayakan
suaty penggunazn ruang. Gambaran-gambaran ini bukan hanya untuk menetapkan
titik-titik wilayah vang digunaksn untuk kepentingan ekonomis baik itu berupa
peruntukan untuk suatu pelabuban, penangkapan ikan, parnwisats, ateupun
menetapkan berbagai wilayah menjadi suatu baglan dari upaya melindungi dan

memberikan konservasi. Ditambah dengan ketentuan yang terdapat dalem UU No.



| Tahun 2014 tentang Pernbahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil, Perda RZWP3IK jugn
mengikomodir sistem perizinan, penegasan atas keikufsertaan masyarskat adat
dalam pengelolaan wilayahnya, Dari penstapan-penstapan inilah kesejahteraan
tercapai, bukan hanva kesejahteraan ekonomis, kesgjahtersan atas linghungan
hidup, ataupun kesejshteraan sosial saja yeng dicapai tapi juga keselamatan hajat
hidup orang banyak yang dilindungl dari bencana alam. Semua ini hanya dapat
dicapai dengen Perda RZWP3K, dan apabila terjadi kekosongan tidak dipungkuri
akan terjadi banyak pelanggaran. Karena tanpa Perda REWP3K para subjek tidak
dapat mengetahul kegunaan suatu wilayah sehingga bisa dikatakan belum terjadi
pelanggaran karena belum adanya penetapan vang jelas dalam penggunaan suatu
wilayah, mekanisme izin belum terera, dan alat penegakan dan sanksi untuk
menjage penatnan tersebut pun belum ada yang dapat menindaklanjuti
pelanggaran-pelanggaran vang diduga. Bila tidak ditanggapi secara sigap, maka

ekosistem perairan dan daerah wilayeh pesisir Ball akan memburuk.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian di ates, maka masalsh yang akan diteliti adalah
bagaimanakah urgensi pembentukan peraturan daerah mengenai zonasi sebagai

penyangga ckosisiem perairan Bali?



C. Tujuan Penelitian

Didagarkan pada masalah vang akan diteliti sebagaimana dijabarkan di afas,

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendalami, dan mengkaji

urgensi pembentukan peraturan dacrsh mengenai zonasi sebagai penyangga

glosistem perairan Bali.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujusn yang akan dicapai sebagaimana yang dikemukakan diatas,

maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ssbagai berikut:

Manfaat secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi Ilmu
Hukum, khususnya Hukum Tata Ruang Perairan dan Pengelolaan
Wilayah Pesisir, serta memberikan suatu kajian teoritis terhadap urgensi
pembuatan suatu Peraturan Daerah yang mengatur zomasi untuk
provinsi Bali.
Manfaat sccara Praktis
a. Bagi Penulis
Memberikan wawasan dan ilmu pengetahoan lebih lagi kepada
peneliti dalam hidang hukum dan agar dapat berkembang dalam
pemikirannya untuk memecehkan masalah-masalah yang berkaitan.
b. Bagi Masvarakat
Membuka cakrawala berpikir masyarakat dalam menangeapi

permasalahan-permasalahan dalem dunia hukum dan memberilkan



BABII

KAJAN TEORITIS

Berikut ini beberapa teori yang digunakan sebagal dasar teoriils dalam
penelitian tentang Urgensi Pembentukan Perasturan Daerah Mengenai Zonasi

Provinsi Bali:

A, Teori Megara Hokum

Latar belakang timbulaya pemikiran negara hukum iiu merupakan reaksi
tethadap kesewenang-wenangan di masa lampaw dalam konsep negara polisi
{polizei staat). Praktik kekunsaan yang sewenang-wenang memunculkan suatu
paradigma yang melawan absolutisme suatu kekusaan tanpa batas menjadi
kekunsean yang dijalankan atas hukum, Bahwa bukan hanya rakyat yang tunduk
pada peraturan tapi penguass pun hanes tunduk pada peraturannya. Bahwa adanya
pengakuan terhadap supremasi hukum dan di dalam penyelenggaraannya yang
sunggeh memimpin adalsh hukum itu sendiri sesual dengan prinsip the Rule of
Lawe, and not ﬂfﬁiﬂﬂ‘lﬂ,

Konsep negara yeng timbul dari kensep negara hukum liberal, di mana
konsep ini menghendaki agar negara berperan pasif’ dalam arti herus tunduk pada
peraturan negara dan sekecil-kecilnya berikut campur tangan dalam kehidupan
rakvatnya. Hal ini diterapkan demi mempertahankan kepentingan individual dan

funpsi negara hanyalsh menjaga ketertiban umum serta pertahanan dan keamanan

T Ni*Matul Huda, I Negara, (Jakarta; Rajawall Pers, 20100, him 90,
0 jimly Asshiddigle, Konstitusi & Konstitusionolisme indanesta, [Jakarta: Sinar Grafika, 2011}, him.
57
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negara. Karena itu n-:ga.m .l.:l.i-s:’l:lut sebagm Heg&a Huktm Penjaga Malam
(Nachtwachter Staar)''. Konsep ini terus berkembang hinggs menjadi negara
hukum moderan,

Konsep negara bukum modemn terus berkembang dengan berbagan pagasan
yang dikembangkan para pakar-pakar di dunia terutama ahli-ahli hukum negara-
negara barat, Di satu sisi, negara hukum yang dikembangkan oleh pakar-pakar
hukum Ercpa Kontinetntzl seperti Immanuel Kant, Fichte, dan Julius Stahl
menggunakan istilah rechusstaar. Sedangkan dengan negara hukum yang
dikembangkan oleh pakar-paker Anglo-Savon seperti A . Dicey menggunakan
istilah rule of low. Kedus konsep yang dikembangakan tersebut yang walaupun
pada hakekamya dijiwai atas suatu prinsip sama telap mempunyal penekanan
yang berbeda. Walaupun demikian Prof, Jimly Asshidigue mencoba merumuskan
12 prinsip pokok yang menjadi pilar-pilar utame yang ditemukan pada negara-
negara hukum di dunia terlepas dari kontekstualitas dari sistem hukum masing-
mmasing negara sebagai berikut:”

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

e

Persamaan dalam Hukum {Equalify before the Law)
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
4. Pembatasan Kekuasaan

5, Organ-Organ Eksekutif Independen

% avhari, Neparo Hukum Indonesia, Analisls Yuridis Normatif Tentong Unsur: Linsurny, [Iakarts:
Ul-Press, 1995, him. 12.
B jimby Asshigique, O.Cir, him. 127-134
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6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

7. Peradilan Tata Usaha Negara

8. Peradilan Tata Negara (Constinuional Cowrt)

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

10, Bersifat Demokratis { Democratizche Rechisstoar)

11. Berfungsi sebapai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare

Rechisstaat)
12. Transparansi dan Kontrof Sosial

13. Berketuhanan Yang Maha Esa

Perjalanan negara hukum yang peda awalnya berupa penjaga malam yang
kemodian diwamai dengan prinsip-prinsip sedimikan rupa sehingga menjadi
negara hukum moderen yang kami kenal merupakan suatu perjalan yang panjang,
Dalam perjalanan berabad-abad ini menunjukkan bahwa peran pemennizh yang
bersifat pasii yang pada kenyataanya tidak dapat menegakkan hak dan keperluan
rakvat menjedi suaty pendemik. Dengan berkembangya tuntutan aias transparansi,
demokrasi, perlindungan hak asasi dan kesciahterasn, negara dikehendaki
bertindak (aktif) atas dasar undang-undang Tindakan penguasa dalam hal
mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan untuk bertindak', atau
dengan kata lain negara dibenarkan untuk campur tangan kehidupan individual

demi mencapai kesejahteraan,

2 Abu Gaud Busrah, #mu Negoro, (lskarta: Bumi Askars, 1990,), him. 54,
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Hukumlah yang menjadi sarana uniuk mencapai tujuan (kesejahterasan) vang
diidealkan bersama'®, sehinga melalui pencapaian tersebul maka negara menjadi
welfare rechtsstaal atau negera hukum Kesejahtersan bentuk negara ini bertujuan
untuk menjunjung tingpi kesejahtersan bagi rakyatnya, yakni suatu tsta
masyarakat vang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat negara itu'®, Sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945 jo. Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia
merupakan negara yang bukan hanya bertujuan untuk menciptakan suatu
ketertiban hukum vang dapal mengatur segala kegiatan pemerintah can
masgyarakatnya berdasarkan hukum, tapi juga menciptakan kesejahteraan dengan
{kut campur tangan dalam kegiatan ketatanegaraannya dengan membangun atay

membuat regulasi-regulasi.

B. Teori Fungsi Negara
Scbagai negara hukum yang menjunjung kesgjahteraan, negara dalam hal ini
mempunyai peran akiif dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada subjekya.
W, Priedman'® menyampaikan 4 fungsi negara, yaitu:
1. State as Provider. The first and esvensial function of the State is ar fo
provide the minfmun welfare to its citizzns.” Bahwa fungsi pertama negara

adalah untuk suatu standar minimum kesejahicraan bagi rakyatmya.

M jmly Asshidique, Op.Ch, him. 132,

¥ £ §.7. Kaneil dan Christing 5.7, Kansdl, Loc.Cit, him, 147,

* W Eriedman, The State and the Rule of Low in A Mixed Economy, (London: Steven and Sons,
1871), o 3.

Y 1.8, Kah, *The Review of The State ond the Rule of Law ina Mixed Economy by W, Friedman”,
Malsye Lowe Review”, Vol. 14 No. 1 of 1972, p. 153.
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2. State as regulator. The second firction of the State i that of regulater, that
the State resorts to legal control,’® Disini negara berfungsi sebagal pengatur
melalui pengaturan hukum (perundang-undangan).

3. State as entreprencur. The third function of the is that of an entrepreneur of
a nationalized public sector )’ Wegara disini berfungsi sebagai pengusaha
menajalankan usahanya pada sektor publik nasional.

4. State as wmpire. This function of state is to develop and administer law
capable of making public policy coberent onone hand, but wlse supervising
fis execution on the other™" Pada fungsi terakhir ini negara berfungsl bukan
hanya sekedar badan yang mengembangkan dan menerapkan hukum yang

koheren tapi lebih lagi juga mengawasi pelaksenaannya.

C. Teori Hokum Fembangunan

Teori ini beranjak pada gagasan yang dikemuken cleh Roscoe Pound bahwa
“Jaw i defined as a task of social engineering designed to eliminate friciion and
waste in the satigfaction of unlimited human interests and demands out of @
limited siore of goods in existerce™ atay dengan kata lain hukum merupakan
fugas atau wlat rekaynsa sosial yang mehilanghkan perselisihan antar keinginan
manusia yang tak terbatas dengan kondisi yang ada. Hukumlah yvang menjadi alat

penente dalam mengarahkan masyarkat menuju suatu tujuan dengan kenyataan

" ihid, p. 153.

" Eugene V. Rostow, “The State and the fiule of Law in @ Mixed Economy”, Yol Low School
Eaculty Scholorshda, 1972, p, 789,

® 16w, p. 791,

% | jaue | MeManaman, “Sociol Engineering: The Legel Philcsophy of Roseoe Pound®, St Jalin's
Low Review, Vol. 33 No. 1 of 1958, p. 16,
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(kondis) yang ads, dan bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk

menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif’, Kemudian

Mochtar Kesumaatmadia, seorang guru besar dan paker flmu hukum |ndonesia

kemudian memedifikasikan weori Roscoe Pound dan mengatakan, bahwa™:
“Hybum merupakem suaty alat wntuk  memelihara  ketertiban  dalam
masyarakar, Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarmya adalah
konservitif avtimpa, hukum bers{for memelihara dan mempertahankan yerg
telah fercapal. Fungsi demikion diperlukan dalam setiap magvaraka,
termasuk masyarakat yamg sedang membangun, karena di sini pun ada
havil-hasil vang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan letapi,
masyarakal yang sedang membangun, yang dalam difinisi kita berarti
magyarakar vang sedarg berubak cepar, fudom tidak cukup remilikl fungsi
demitian safa. la juga hevus dapar membaniu  proses perubahan
masyarakat itw. "

Prof. Mochtar Kusumaatmadia menambahkan adenya tujuan pembangunan
dun mengubah konsep alat {fool) menjadi sarana (frnstromeni). Bahwa sebagai
sarana, hukum demi mencapai ketertiban dan  keteraturan dalam usaha
pembangunan dan pembaheruan yang memang difnginkan atau bahkan perlu,
mika norma tertulis dan atawpun yang tidak tertulis harus menjadi instrumen
dalam arfi menentuken perubahan terssbut dan lebih membanw perubahan

tersehut tercapai.

0. Teori Sistermn Hulkum
Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dan
substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum adalah aturan atan norma,

yang dikatakan sebagai “actual rules or norms used by instiitions, or as the case

* gatijpto Rahardio, limy Hukum, (Bandeng: Alumni, 1986), him. 110-111,
¥ paochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Oolom Fembongunaon (Fumpulon Kona
Tutis), {Bandung: Penerbit Alamnil, 2002}, him. 14,
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may be) the veal observable behavior patterns af actors within the systen™,
Dengan demikian, substansi hukum adalah segala jenis produk hukum yang
dihasilkan oleh lembaga yang berwenang. Struktur hukum didefinisikan oleh
Friedman sebagai “the body, the framework, the longlasting shape af the system;
the way courts of police depatements are organized, the lines of jurisdication, the
table of organization™ atay lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk
menunjukkan bentuk dar stroktur hukum, Kultur hukum disrtilan sehagai
“ottfiucie and values thet related to law and legal system, together with those
atfitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether
positively or negatively™, Kultur disini diartikan sebagai sikap dan nilai-nilai
baik vang positif maupun negative, yvang mempengaruhi tingkah laku terhadap
hukum dan lembanganya.

Fricdman memberikan pemshaman bahwa ketika hukum hen.:ial:: digunakan
sehapal sarana untuk mencapal suatu tujuan maka hendaknya hukum diperlakukan
sehagai sebuah sistem yang terdiri dari subsiansi hukum, strukiur hukum dan
kultur hukum. Setiap sub-sistem hukum tersebut tidak dapat dihilangkan sifat
saling berhubungan dan ketergantunyanya walalupun masing-masing sub-sistem

tersebut memiliki fungsinya masing-masing.

B wrence M. Ericdrman, The Legal System: A Soclol Sclence Pergpective, [Now Tark: Rirssal Soge
Fowndation 1963, p.10

¥ ihig., him 16.
% Ibid, hirn. 18,
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E. Teori Kepastian Hokum

Gustav Radburch dalam menjabarkan tujuan dan konsep hukum memberikan
tiga pedoman wyaitu: kemanfaatan (purposiveness), keadilan (fustice), dan
kepastian (Tlegal certaimy). Dalam legal capecity, Gustav mengatakan hahwa “the
important part of legal certainty is the fustice it provides through, if nothing else,
ity predictability,. The primary goal of legal ceriainty is fo enswre peace ard
order™’,

Bahwa kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikataken
sehagai bagian dari upaya mewujodkan ketenteraman dan ketertiban melabui
prediktibilitasmya. Bentuk nyatz dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau
perwujudan hubum dan pelaksanaannya terhadap suatu tindakan. Dengan adanya
kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika

melakukan tindzkan hukum tertentu™,

T Hegther Leawoods, “Gustav Rodbruch: An Ectroerdinery Legal Philosopher”, Weshington
University Journal of Low & Palicy, Vol 2 of fanvary X000, p, 483,

# pgh, Mahfud MD, "Pensgatan Hukum DanTata Kelala Pemerintahan Yang Baik®, Bahan pada
Acara Seminar Maslonal "Sastnya Hati Nurani Bicara”, yeng diselenggarakan oleh DPP Partal
HAMURL, btahkamah Konstitusl, lakarta, 8 lanuari 2009
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BAB IIT
METODE PENELITIAN

A, Jenis Penclitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris.
Penelitian ini didahului dengan metode penelitian normatif yaitu dengan menghaji
berbagai peraturan perundang-undangan yeng terkait™. Data yang diperoleh
dalam penelitian hukum normatif ini dimanfaatkan sebagai acuan dan bekal untuk
melakukan penclitian secara empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah
suaty metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata
dan meneliti proses bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat sckitar’’.
Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat fakta di wilaysh
perairan Provinsi Bali, guna mendapatkan informasi yang senyatanya baik dari
narasumber dan masyarakal setempat mengenai keadaan wilayah pesisir dan
perairan Provinsi Bali dan proses serta hambatan dalam penyustnan Perda

REWTIK.

B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan analitis
(analytical approach). Deskriptif ini dimaksadkan bahwa peneliti  ketika

mengenalisa berkeinginan untuk memberi suatu ilustrasi atau pemaparan atas

M ¢ ariona Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, {Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012];
him&
 jid, him, 50
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objek penelitian sebagaimana hasil penclition yang dilaksanakan’, dan dengan
pendekatan analitis yang digunakan untuk mencari makna pada istilah-istilah
hukum pada norma tertulis, yang kemudian diperoleh suatu makna baru dan
menguji penerapannya secara praktis.” Penelitian ini kemudian memperoleh
gambaran vang memberikan suatu pemahaman terhadap wilzyah perairan Provinss
Bali sesuni dengan kondisi vang ada, yang terpspar secara sistematis, dimana
fakta dan karakteristik sccara tepat dapat ditunjukkan, Gambaran gejala-gejala
yang terjadi di Provinsi Bali kemudian dipandang dalam perspektif norma tertulis

dan diuji pencrapannya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek kejadian, seluruh gejala atau seluruh unit yang
akan diteliti,”™ Dikarenakan populasi di Provinsi Bali sangat besar dan sangat luas,
serta dengan terbatasnya tenaga, wakty, dan biava, maka peneliii menggunakan
teknik Purposive Sampling agar memberi gambaran yang tepat dan benar terkait
wilayah perairan Provinsi Bali. Purposive Sampling dilakukan dengan cara
mengambil subjek didasarkan pada ciri-cir, sifat amu karakterisitc vang
merupakan ciri utama.™ Subjek yang diambil sebagai sampel merupakan subjek

yang paling banyak mengandung ciri=cirl yang terdapat pada Provinsi Bali,

2 pagkti Fajar dan Yolianto Achriad, Ouolsme Penelition Hukum pormatf dan Empiris,
{¥ogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), him. 133

* Ibig, Him. 1E7.

M panry Hanltlo Soemitra, Metodologi Penelition Hukum don Jusimetrd, (lakarta: Ghalia
Indomesia, 1983), kim. 44

* mld, him. 51.
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D. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalzh data primer dan sekunder. Data primer
adalah data penelitian vang diperoleh secara langsung darl sumber asli penclitian
dengan teknik studi pustaka, wawancara, dan dengan cara mengamati (observasi}.
Penelition ini juga menggunakan data sehunder, yakni data yang dapat
memberikan penjclasan terthadap data primer, yang dapat berupa perundangan-
undangan, buku-buku teks, dan jumal imiah™,

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan
bohan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan
perundang-undangan, serta klasifikasi dan sisternatizasi bahan hukum sesuai
permasalshan penelitian.® Kemudian, penelifian ini juga menggunaken teknik
wawancara, berupa In-Depth [merview (wawancara mendalam). In-Depth
Irserview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan
cara tanya jawah sambil bertatap muka antara pewawancira dengan responden
atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
wawancara di mana informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama®™ .

Adapun wawancara dilakukan dengan;

1. Bapak Yossy (Direktorat Pengelolaan Ruang Laut Ermenterian Kelautan

dan Perikanan Republik Indonesia)

® pauki Fajar dan Yullants, Op.Cit., him, 157.

% coerfonn Sakanto, Pengantar Penelition Mukum, (Jakara: Universitas Indenesia Press, 2012), him,
34,

¥ citann, Metadalogl Penefitian Kualitat, (Surakarta: Universitas tebelas Maret Press, 2002), him, 3,
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2. Bapak I Dews Sudarsana (Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali)

3. Ibu Luh Ayu Arvani (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali)

4, Kepala Bagian Perundang-Undangan Biroe Hukum Pemerintah Dacreh
Provinsi Bali)

5. Made Iwan Dewantama (Manager Program Bali Conservation
International Indonesia™)

. Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, yang bertujuan untuk
menghasilkan gambaran-gambaran atau deskripsi khusus yang mendalem dari
ohick penelitian™. Jenis observasi yang diterapkan pada penelitian ini merupakan
observasi tidak terlibat, Ohsevarsi tidak terlibat dimana peneliti tidak beralih atzu

bukan menupaken bagian anggota kelompok yang diamati®".

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sangat diperlukan dalam penelitian hukum empiris. Lokas]
penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti.
Penentuan lokasi penelitian juga harus mempertimbangkan biaya, wakty, dan
tenaga.’! Maka dalam penelitian ini, lokasi yang akan dikunjungi adaleh Instansi-
instansi di Provinsi Bali yang memiliki data dan keterangan dari pihak-pihak yang

memiliki kewenangan dan keahlian dalam menjawab kempleksitas penelitian ini

M e osarvetion International (€1} adalsh organksasi niflaba vang bardird pada tahun 1987 dan
herkantor pusst di Amerlka Serikat dan kemudian mendirikan organisasinya di Indonesia sajak
tahun 1991, yang bekerja pada program konservasi sumber daya alam darat dan faut. Infarmasl
dapat dilihat pada https./www.conservatlon.org/globalfindonesia/tentang/Pages/default aspx,
B cnekants, Op. Cit, him. 13.

# ponny Hanitia Soemitra, Op.CR., hlm, 55.

* thid, i, 168,
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vaity, Kementerian Kelsutan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Pemerintah Dacrah
Provinsi Bali, Conservation Imfermational, dan kawasan sekitar Uluwaty,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,

G. WValiditas dan Realibilitas

Data yang diharepkan dalam penelitian adalab data yang valid dan reliabel.
Arfinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi wilayah perairan Bali dengan
sebenarnys dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan
reliabilitas data sangat dibutubkan. Validitas menunjukkan alat pengukur itu
mengukur apa vang ingin divkor, Relabilitas adalah istilah yang dipakal untuk
menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relstif konsisten apabila
pengukuran dilakukan pengulangan dua atau lebih terhadap objek dan subjek

penelitian yang sama®,

H. Teknik Analisis Data

Bahwa teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah kualitatif.
Teknik kualitatif adalsh tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis stau lisan dan
perilaku nyata, yeng kemudian diteliti dan dipelajari secara seksama schapai satu

kesatuan vang utuh.*? Teknik ini vang kemudian memperoleh hasil komprhensif

2 pyult! Fajar, Op. Ci., him. 176.
2 b1, Blm, 192,
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terhadap pernyataan responden terhadap urgensi dan kondisi nyata di Bali, yang

penyajiannya dibuat dalam bentuk uraian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN
1. Peraturan perundang-undangan

Berikut ini ketemtugn-keteniuan mengenai zonesitata ruang wilayah

pesisir vang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI Tahun 1945}

Dalam melikukan sctinp tindakannys, pemerintah Indonesia tentu
harus melihat kembali twjvan dan cite-cita negara yang schagaimana
disampaikan dalam Alinea Ke-IV UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan
kesejahteraannys. Landasan ini yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
menjadi norma-normes kenstitusi dalam UTUD NRI Tahon 1945 vang
mencakup segala bidang kehidupan manusia termasuk linghkungan
hidup itu sendirl. Bahwa lingkungen hidup yang baik dan schet
merupakan hak asasi seliap warga negara Indonesia yang dijaminkan
dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Lingkungan hidup
ini dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutaan yang terencana untuk memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin kebutuhan manusia afas

lingkungan hidup dan produk-produk yang dihasilkannya. Jaminan ini
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terus ditekankan lagi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
yang menyatakan bahwa “setiap kegiatan ekomomi harus dilandasi
dengan pemikivan yang berwawasan lingkungan”. Kewajiban ini
menguatkan kembali kedudukan lingkumgan begi kehidupan manusia
schagai hak yang dinikmati setiap warga negara tetapi juga menjadi

kewajiban bapl para pemangku hak terscbut.

Dalam mencapai tujuan dan kewajiban ini, pemerintah melakukan
berbagai macam upays. Upaya-upaya ini dicerminkannya dengan
menurunkan norma-norma ini menjedi berbagal macam undang-
undang yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur dan
melindungi lingkungan hidup beserta fungsinya. Walaupun jaminan
konstitusi atas lingkungan hidup secara riil baru dicantumkan pada
perubahan kedua UUD 1945, pemerintah Indonesia sudgh sejak lama
memperhatikan kepentigan untuk melindungi lingkungan hidup yang
salah satu bentuk perhatian ini merupaken perumusan Undang-
Undang Wo. 4 Tahun 1981 tentang Ketentvan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH). Dalam Pasal 1 angka 2 UL
LH, kegiatan melindungi dan mengelola lingkungan mencakup
pemanfaater, penstaan, pemeliharaun, pengawasan, pengendalian,
pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam
Pasal 4 UULH dijelaskan bahwa undang-undang inl bertujuan untuk
mencapal suatu kelarasan antar hubungan manusia dan ligkungan,

terkendalinya sumber daya, mewujudkan pembing lingkungan hidup,
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terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan
tedindunginya negara terhadap dampak-dampak negatif dari kegiatan
diluar wilayah negara, Setiap kegiatan vang dikerjakon den tujoan
vang ingip dicapai merupakan kewsjiban setiap orang, tetapi dalam
Pasal § U LH ditekanken kewsjiban pemerintah dalam membentuk
kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya

upays pelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Undang-Undanz Mo, 26 Tahun 2007 tentang Penataen Ruang (UU

Penatasn Ruang Tahun 2007)

Dalam UU Penataan Ruang Tahun 2007 kegiatan penataan merupakan

:..:.a;zn-s.i_ut:ama dari pengaturan fersebut, h'&:“ dslg-n_Pnsnl 1 ang[:-:u 5
UL Penataan Ruang Tahun 2007 mengartikan penataan ruang sebagai
suate sistem proses yang bukan hanya mencekup perencanasn suatu
tata ruang (planning) dan pemanfaatannya (uwiilization), tapi juga
pengendalian pemanfaatan (ufilization eomntrol) ruang tersebul. Selaras
dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Penataan Ruang
Tahun 2007 bahwa penyclenggarsan penataan tersebut  adalah
bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan schinnga terwujudnys
keharmonisan. Ketipa proses dalam penataan ruang merupakan faktor
utama dalam menentukan efektivitas penataan suatu ruang tetapi dalam
UU ini zonast ditekankan sebagai mekanisme pemanfastan dan
pengendali. Hal ini dapat diliht dalarn Pasal 35 dan Pasal 36 UU
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Penatazn Ruang Tahun 2007 yang menyatakan bahwa peraturan Zomasi
disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfastan ruang dan dalem
skopa provinsi harus ditetapken dengan peraturan daerah sustu
provinsi, Untuk memberi suatu pemahaman mengenai peraturan zonasi
sebagai pemanfaat dan pengendali, maka harus melibat terlebih dahulu
penjclasan mengenai peraturan zonasi yang dalam bagian penjelasan
Pasal 36 avat (1) UU Penataan Ruang Tahun 2007, Peraturan zonasi
diartikan sebagai ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan
unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setigp zona peruntukan
vang berisi ketentuan yang herus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan
pada zona pemanfaatan ruang. Disinileh letak funpsi dari peraturan
zonasi dan in pun menjodi dasar untuk melanjutkan upaya-upaya
pengendalian seperil pengenaan sanksi, pemberian izin dan penatgpan
insentif ataupun disinsentif”",

¢. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulsu Kecil sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No, | Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (UU FWF3K)

Mengedepankan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
UL PWP3K memberikan konsep rencana yang digunakan untuk untuk

mengelola wilayah tersebut yaitu, rencana zonasi. Menunat Pasal 1

# | ihat pada Pasal 39 dan penjelesan pasal 38 avat (1) UU Penataan Ruang Tahun 2007
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angka 14 rencana zenasi adalsh rencana yang menentukan arah
penggunaan sumber daya alemi maupun non-glami yang disertad
dengan penetapan struktur dan pola ruang pada wilayah yang
direncanakan yang memuat kegiatan Yang diperbolehkan dan tidak
diperbolehkan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan sctelah
mendapatkan  izin.  Ditegaskan kembali aken kepentingannya,
ketentuan dalam Paszl 9 UU PWPIK secara eksplisit menyatakan
babwa Perda RZWP3K (perds rcncana zonasi) menjadi landasan
pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisic dan Pulau-Pulan Kecil
pemerintah provinsi dan/atau pemerintah  kabupaten/kota sehingga
kebradasn Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tideklah cukup
untuk mengaer keseluruhan ruang tetapi walaupun demikian RTRW
tetap menjadi komponen penting dalamn pembentukan Perda RZWPIK
karera Perda RZIWP3IK harus terlebih dabulu diselaraskan dan
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
pemerintah provinsi dan pemeriniah kabupaten/kota. Perde RZWP3K
ini harus ditetapkan melalui Peraturan Daersh. Pasal 10 UU lebih

lanjut menerangkan bahwa Perda RZWP3K terdiri dari:

1} Pengalokasian ruang dalam Kawasin Pemanfastan  Umum,
Kawasan Konservasi, Kawasan Srratepis Masional Tertentu, dan

alur laut;

2) Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistemn laut dalam suatu

Blockoregion;



3) penctapan pemanfaatan ruang lant; dan

4) penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan kenscrvasi, sosial
budaya, ekonomi, transportasi laut, industri swategis, serta

pertahanan dan keamanan,

Secara normatif Perda REWP3K mengaiur sebagal borikut: Pertama,
sebagai pengalokasi; Kedua, sebagai pengait antar ekosistem darat dan
ekosistern laut; Ketiga, sebagai penetap pemanfastan ruang laut;
Keempat, sehagai penetap kawasan prioritas; dan Kelima, scbagai
pemberd izin (izin lokasi) yang sesual Pasal 17 ayat (1) UL PWPIK
Tahun 2014 pemberian izin harus berdasirkan rencana zonasi wilayah

pesisir dan pulau-pulas kecil.

Keberaduan Perda RZWPIK juga secara sosiologis menguatkan
kedudukan masyarakst hukum adat dalam penatazn dan pemanfsatan
ruang. Menjalankan kewajiban negara umuk mengakui dan
menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang
dismanatkan oleh UUD NRI 1945 dalam Pasal 188, maka adanya
perubahan kensep dari masyarakat adat menjadi masyarakat hukum
adat dalam UL PWP3IK Tahun 2014, Dalam Pasal 21 dan Pasal 60 UL
PWPIK Tahun 2014 masyarakat hukum adat joga diberikan
kesempatan untuk mengatur perancanaan dan pemanfaatan wilayahnya
adatrva dan bahkan dapat megusulkannya wilayah-wilayah yang akan

ditetapkan sebapai wilayah adat dalam Perda RZWP3K.



d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah

(UU Pemda Tahun 2014)

UU Pemda Tahun 2014 sejatinya merupakan produk hukum yang
dilatarbelakangi oleh Pasal 13 ayat (7) UUD NRI Tahun 1545 yang
bertujuan untuk mengatur mengenal susunan dan  tsta  card
penyelengparaan pemerintahan dacreh, UU Pemda Tahun 2014 ini
jugs diharapkan depst meningkatian efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dacrah dengan lebih memperhatikan
aspek hubungan antara Pemerintah Pusat  dengan daerah dan
antardaerah. UU Pemda Tahun 2014 juga menjelaskan kewenangan-
kewenangan vang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, salah satunya
adalah kewenanpan pengelolaan sumber daya alam laut yang ada di
daerah fersebut, Pada Pasal 27 ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi
secara cksplist diberikan kewenangan wntuk menentukan pengaturan
tata ruang wilayah laut wilayahnya yaitu tidak lebih dari 12 mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan

kepulauan.

Guna menghindari ketindakpantasan dan penilaian kineja di atas makn
Pasal 7 dan § UU Pemda Tahun 2014 pemerintah pusat yang akan
melakulkan pengawesan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah
deerah yang dilaksanakn oleh menteri/kepala lembaga pemeriniah
nonkementerian sesuai fungsi dan kewenang masing-masing lembaga.

Kemudian Pasal 377 memperielas babwa wrusan pemerintah provinsi
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secara umum diawasi oleh menteri yang dilaksanaken oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah.

. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan
Tahun 2014)

UU Kelautan Tahun 2014 scbagai salah satu tetanan hukum yang
mengatur mengenai pengelolaan sumber deya kelautan, apalagi
wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis bagi aspek
kehidupan masyarakat. UU  Kelauwtan Tahun 2014  juga
mengamanatkon mengenai pengelolaan ruang laut yang bertujuan
untuk melindungi sumber daya dan lingkungan., Pengelolaan ruang laut

ini meliputi perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.

' Peraturan Daecrah Provinsi Bali No. 16 Tahun 200% tentang Rencana

Tata Ruang Wilavah Provinsi Bali Tahun ZO009-202% (Ferda RTRW

Provinsi Bali Tahun 2009)

Ketentazn Pasal 3 Perda RTRW, secara tegas menyatakan tujuan Perda
ini adalsh untok mewujudkan ruang wilayah Provinsi Bali yang
berkualitas, aman, nvaman, produktif, berjatidiri berbudaya Bali, dan
berwawasan lingkungan berlandaskan nilai dan konsep fundamental
yang dipercaysi oleh masyarakat Bali yaitu, Tri Hita Karana, Landasan
ini memperhatikan hubungan manusia dengan Pencipta, manusia lain

dan lingkungannya, Oleh karena it adanya suatu chligasi untuk
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memadukan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan
kabupaten'kota dalam rangka perlindungan fungsi mang dan
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali
akibat pemanfaatan ruang sebagai tanggung jawab manusia terhadap
Pencipta, manusia dan lingkungan dimana ia menctap. Mengingat
Provinsi Bali sebagai gagasan pulau kecil vang patut mendapatkan
penanganan khusus dalam penataan ruangnya. Ketentuan dalam Pasal
94 ayat (7) juga secara implisit menyatakan bahwa pengelolagn fata
ruang di Bali tidak hanya dapat dicakup melali Perda RTREW tfersebut
melainkan untuk wilayah pesisir dan pulag-pulau kecil harus diatur
dalam Peraturan Dserah Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan arshan

sehagai berikut:"

1) perairan pesisic mencakup wilayah perairan laut sejauh 12 {dua
belas) mil laut divkur dari paris pantai, perairn yang
menghubungkan pantai dan pulsu-pulaw, estuari, teluk, perairan

dangkal, rawa payau dan laguna;

?) pengarahan pada pemanfastan potensi jasa lingkungan dan
konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulmn kecil melalui proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber
daya pesisir dan pulav-pulsu kecil antarsektor, antara pemerintah

dan pemerintah dacrah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara

% pasal 94 ayat |6] Perda RTRW Proviesi Bali Tahunn 309,
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Fonasi merupakan acuan bagi pemerintah daergh untuk memberikan
perizinan bagi berbagai sekior terkait. Pasca terbitnya UL
Pemerintahan Dagrah Tahun 2014, kewenangan untuk menyusun
Perda terschut berada di tangen Pemerintah Provinsi. Namsumber
menyatakan, kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pemerintah
daerah sctempat adalah minimnya detabase yang dimiliki tiap daerah,
ditambah dengan besamya dana yang diperiukan untuk mengumpulkan
data yang diperlukan pemerintah daerah. Menurutoya, pada dasamya
pemerintah pusat telesh memberikan panduan-panduan yang jcles bagi
pemerintah daerah dalam menyusun Perda RZWP3K, seperti dengen
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No, 23 Tahun 2016 tentang
Perencenaan Pengelolsan Wilaysh Pesisir dan Pulau-Pulau  Kecil
sebagai acugn dasar yang memuat 11 tahapan dasar penyusunan Perda
RZWPIK. Narasumber juga menyaiakan balwa menarik unfak
mengkaji perbandingan daerah-daerah yang sudah dengan yang belum
mermiliki Rencara Zonasi karsna selama ini belum ada kajian yang

mendalam terkait hal tersebut.
b. Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Kepala Bidang Perundang-Undangan Pemerintah Dacroh Provinst
Rali", menvatsken behwa penyusunan Perda RZWF3K sangal

diperlukan. Hal ini karena mengingat Bali memiliki potensi perairan

P

T asll wawancara yang diparcleh di Kantor Pemesirtah Daerah Provinsi Ball, pada tanggal 28
pcnember 2018,
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yang sangat besar, Sejatinya, Pemprov sudah pemah menyusun Perda
tersebut, namun dikarcnakan lahimya UU Pemerintaban Daerah
Tshun 2014, Pemprov perlu mengkaji ulang penyusunan Perda
RZWPIK terschut. Saat ini proses penyusunan tersebut sedang
memasuki tahap review pelaksanaan Pasal 29. Namsumber juga
menyayangkan ketidakjelasan rijukan pedoman pemyusunan yang
scharusnya dikeluarkon oleh Kementerian Kelautan dan Perikcanan,
belum adanya pedoman materi muatan  yang harus termuat di dalam
Perda RZWP3K, dan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan pada
peraturan  perundang-undangan berbagai  sektor misalnya sektor
pariwisata dan perikanan. Namun saat ini, penyusunan Perda
RZWP3IK juge menjadi prioritas pemerintah karena telah dimasukkan
dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) pada Masa Sidang
1l di tahun 2019 yang akan dibahas bersama dengan DFRD Provinsi
Bali, Nantinya, Perda ini juga akan melibatkan pihak masyarakat dan

pemerintah kabupaten/kota seiempat.
c. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali

Kepala Bidang Kelautan Dinas Perikanan dan Eelautan (DKF)
Provinsi Bali, Bapak 1 Made Sudarsana’®, menyatakan bahwa
pembentukan Perda RZWP3K sangatiah diperiukan untuk pelestarian

kekayaan laut, menunjang fasilitas pariwisata, dan lain-lain. Dengan

# Laeil wawancara yang diperoleh di Kantor Dings Kelzutan dan Perikanan Provinsl Baf, pada
tanggal 28 Nevember 2018,
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tidak adanya Perda RZWP3K, Pemerintah Provinsi Bali mengalami
kesulitan dalam melakukan perlindungan dan penegakan hekum di
dacrah pesisir, Narasumber mencontohkan sulitnya menertibkan
pancang-pancang dermaga liar yang banyak didirikan. Hal ini
dikarenakan kekosongan hukum yang memberikan kewenangan
terhadap aparat penegak hukum untuk menindaknya. Marasumber juga
menambahkan bahwa pasca terbitnya UU Pemerintahan Dacrah
Tghun 2014, saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedanpg melakukan
penyusunan dokumen rencana zonasi dengan mengharmoniskannya
dengan Perda RTRW. Proses harmonisasi tersebut dilandaskan pada
acuan dari peta alokasi ruang yang merupakan analisis ruang pets

dasar dan peta usulan ruang.

Perda RZWP3K i diharapkan dapat meminimalisit masalah-masalah
yang terjadi di wilayeh pesisir Bali Berkaitan dengan hal tersebut
natasumber mengharapkan adanya rapat koordinasi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daersh agar menghasilkan kebijakan yeng
sesuai dengan permasalahan di dacrah dan mengakomodic kepentingan

sepala pihak (pemerintah, masyarakat, dan pengusahia),
d, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH} Provinsi Bali, Ibu Luh

Ayu Aryani™ menyampakan bahwa Perda RZWPIK Provinsi Bali

# il wawancara yang diperoleh di Kartor Dinas Linglungan Higup Provinsi Bali, pada tanggal
& Bavember 2018,
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sangst diperlukan. Perds ini nantinya akan mengatur mengenai tata
ruang pesisir dan perairan Bali Apalagi, Bali yang memiliki
keanekeragaman biota laut dan pariwisata perairan yang sangat masif,
tentunya sangat memerlukan pengaturan mengenai tata ruang wilayah
pesisir dan perairan. MNarasumber menyatakan, bahwa dalam
membentuk Perda tentang RZWPIK perlu untuk memperhatikan
keharmonisan dengan Perda RTRW Provinsi Bali 2009-2029. Namun
saat ini Perda RTRW tersebut sedang dalam proses revisi dikarenakan
adanya perubahan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Provinsi Bali.
Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh DLH sendiri, terbatas
hanva apabila terjadi pelanggaran atau ada syarat yang tidak terpenuhi
terksit Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), DLH
dapat menyampaikan Surat Peringstan 1-3, yang apabila tetap tidak

dipenuki, DLH berwenang untuk mencabut rekomendasl perizinan.
e. Conservaiion International

Manager Program Bali Conservation International Indonesia, 1 Made
Iwan Dewantama’™, menyatakan behwa terkait pengaturan tata ruang
terdapat urgensi bagi pemerintah untuk membuat Perda RZWES K, hal
ini dilandaskan pada prinsip keseimbangan den keberlanjuton dari
pemanfaatan, pengelolsan, dan perlindungan lingkungan hidup.

BZWPIK ini diharapkan akan mengakomodasi kepentingan-

* Hasil wawancara yang dipercieh di Kanter Conssrvaticd mternotiona Bali, pecda tanggal 27
Movernber 2018,
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kepentingan secara horizontal dan vertikal yang ada di Provinsi Bali.
Marasumber menambahkam, bahwa nantinya Perda REWPIK perlu
memperhatikan barmonisasi dengan  Perda RTRW Provinsi Bali
2009-2029 hal bermnjuan untuk menjalankan “One [sland
Management” dengan memperhatikn sepala aspek. faktor, dan
kepentingan yang ada, Dengan terjadinya transisi kewenangan pasca
UL Pemda Tahun 2014, terdapat tantangan Pemerintah Provinsi Bali
dalam mangjemen dan kesiapan pengelolaan. Di samping itw,
pentingnya Perda RZWP3K juga berguna untuk menetapkan Kawasan
Konservasi Perairan (KKP). Penyusunan Perda RZWP3k harus
dijalankan dengan Top Down Approach yakni menjalankan amanat
peraturan perundang-undangan yang ada dan Bottom Up Approach
vakni dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti:
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSL), Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), skademisi, dan lain-lain. Dengan melibaikan

masyarakat, diharapkan akan meminimalisir konfiik di kemudian hari,

Berdasarkan hasil wawancara vang dilakukan oleh peneliti, dapat diketabui

bahwa sejatinva Perda RZWP3K ini sangat diperlukan di Provinsi Bali. Hal ini

dikarsnakan Provinsi Bali memiliki potensi perairan dan pariwisata yang sangat

besar. Perda RZWPIK ini pun harus disusun berlandaskan prinsip keseimbangan

dan pembungusan berkslanjutan dari pemanfastan, pengelolsan, dan perlindungan

lingkungan hidup. Diharapkan, Perda RZIWP3IK ini dapat mengakomodasi

berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, maupun masyarakat. Hal ini dapal
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dicapal apabila proses penyusunannys melibatkan pemerintah, masyarakat, dan
akademisi. Namun, pada kenyatsannya yang menjadi kendala dalam penyusunan
Perda RZWPIK adalah adanya berbagai macam hambatan sebagai berikut: 1)
datobgse yang sempat terbatas untuk menyusun suatu  penalaan  yang
komprehensif; 2) pemindahan kewenangan dari pemerintah provinsi dan/atau
pemerintah kebupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi pasca-UU
Pemda Tahun 2014; 3) pedoman yang pasti dalam menyusun Perds RZWER3K: 4)
kebutuhan untuk diserasikan dengan Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009
sedangkan Perda RTRW tersebut sedang ditinjau ulang: dan 5) conflict of interest
dari pihak-pihak vang bersangkutan dalam percncanaan baik dari sepi sosiologls,

filosofis, yuridis mavpun strukiural,
B. PEMBAHASAN

Sejak lahirnya peradaban, perlindungan terhadap lingkungan hidup terus
menjadi pusat perhatian manusia. Fakia menunjukan berbagai macam kegiatan
vang dilakukan manusia untuk megatur den mengelola lingkungan dimana ia
bersinggah. Bahkan di Indonesiz pada zaman kerajaan-kerjeaan kuno terlihat
berbagsi lembaga yang didirikan dan regulasi vang disusun yang melindungi
lingkungan hidup walaupun terbatas dalam ruang lingkupnya, Kemudian dengan
melonjaknya perkembangan teknologi dan pembangunan yang secara langsung
mempengaruhi lingkungan, munculah suatu kesedaran kolektif dimana negara-
negara di dunia melihat keperluan atas kesepakatan dasar terhadap lingkungan
hidup dan di situlah diselenggarakan Stockholm  Conference. Konferensi

Stockholm menjadi perisitiwa berscjarsh dalam melindungi lingkungan dan
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hubum lingkungan itu sendifi dimana konferensi ini menghasilkan suatu deklarasi
{Declaration  of the United Nations Conference on  the Human
Environment'Stockholm Declaration) dan kesepakatan aias 26 asas yang
dinyatakan dalamnya. Indonesia dalam mejalankan semangat nilai-nilai yang
terkandung dalam Stockholm Declararion menerbitkan kebijakan-kebijakan yang
bersifat pro-lingkungan yang diawali dengan LU LH Tahun 1981 sebagal payung
hukum pertama dalam hukum lingkungan dan menjadi pedoman bagi perundang-
undangan lain dan di bawahnya ketika berhadapan dengan lingkungan hidup.
Lebih lagi pada tahun 1992 dengan adanya The Rio Declorarion on Envirorment
and Development (Rie Declaration) negara-negara terus diingatkan atas
komitmennya untuk melindungi lingkungan hidup dan perlu diamati bahwa
sdanyn konsep krusial dalam melindungi lingkungan hidup yang diperkenalkan
yaitu konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan]. Baik dari
wntwtan masyarakat internasional dan  berkembanya pemohaman ahli-ahli
lingkungan di Indonesia maka berbagai rumusan norma dan kensep pun dimuat
dalam regulasi-regulasi nasional, terutama perumusan norma konstitusi yang
mengakui hak manusia atas lingkungan hidup dalam Amandemen Kedua UUD
1045 don konsep wawasan lingkugsn serts pembangunan berkelanjutan dalam

Amandemen Keempat UUD 1945,

Tulisan di atss secara sekilas memberi gambaran terhadap perkembangan
hukum dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia yang menjadi fondasi
bagi jeri upaya pemerintah Indonesia delam melindungi den mengelola linkungan

hidup hingga era inl. Tetapi dalam upayanya, pemerintah Indonesia tidak lepas
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dari berbagai macam tantangan. Dalam satu sisi, untuk mencapai tujuanmya
sebagai negara yeng memberikan kesejahtersan Indonesia perlu memenuhi
jaminan ekonomi. Ekonomi schagai selah satu aspek utama delam kerangka
kesejahteraan yang peda kenyatsannya sudah menjadi bagian tak werpisahkan dari
kesejahteraan dan bashkan menjadi faktor penentu dimana aspek-aspek lain
kehidupan manusia bergantung, dan dalam mengembangkan dan meningkatkan
kegiatan ekonomi negara perlu membangun dimana dalam pembangunan
tercermin suatu kubungan kausalitas antara pembangunan dan perfumbuhan
ekonomi. Oleh karena ite negara terus mengembangkan dan meningkatkan
pembangunan untuk mencapai kesejahteraan, tapi dalam sisi lain negara pun
mempunyai obligasi untuk melindungi seluruh segi ruang di Indonesia termasuk

lingkungan hidup,

Dialog yang sering menjadi perdebatan adalah pembangunan  dan
perlindungan, dimana dalam satu sisi ketika negara dalam meningkatkan ckonomi
guna menjamin kesejahtersan cenderung menurunkan derajat dan kualitas
lingkungan hidup, tetapl dalam sisi lain ketika negara hanya menekan
perlindungan tidak tertutup kemungkinan untuk pembangunan sendini terhambat.
Dalam menjawab  kendala ini, suatu  paradigma telsh  sejuk  lama
diimplementasikan terutama secara normatif di  Indonesia yeiu pgagasan
“pembangunan berkelsnjutan”, Bahwa negara telah memahami keperivan alas
pembangunan dan menyadari keterbatasan ruang dan funpsi lingkungan yeng
cenderung menurun, maka diperlukan suatu harmonisasi antara pembangunan dan

perlindungan.
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Yang kemudian menarik adalah proses yvang melandasi pembangunan
keberlanjutan. Bahwa diperlukan suatu tahap krusial terlebih dahulu untuk
mencapal pembangunan berkelanjutan, seperti dengan setiap kegiatan manusia
lainnys perenicanaan merupakan mekanisme penentu kegiatan-kegiatan lainnya.
Seumpama seorang insivur perlu merancang dan merencana terlebih dahulu untuk
membangun suaty infrastruktur begitu juga negara terlebih dahulu merumuskan

suaty rencana vang kemudian menciptakan pembanpunan berkelanjutan,

Perencansan sebagai tahap mula unluk menentukan pembagunan patut
disusun secara cermat. Menurut Jacobus Pieter Thijsse, s2arang ahli insimyur sipil
Belanda menyatskan bahwa dalam hubungan dengan perencanaan harus hadir 3
unsur yaitu; keshlian, pendidikan dan perundang-undangan.®' Bahwa hukum
menjadi Keperluan pokok dalam perencenasn. Meingat kembali pada esensl
penclitian ini dimulai dari zonasi itu sendiri, bahwa zonasi pada dasarnya
diartikan scbagai sistem perencanzan pemanfaatzn dan pengendali yang
diterapkan melalui peraturan onasi. Keperhuan ronasi dan perangiat hukum jelas
dibutuhkan untuk mendapat hasi akhir berupa perlindugan dan pembanguna

berkelanjutan. Tapi bagaimanaksh keadaan riil tersebut di Indonesia?

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia terus memberi pethatian
khusus dalam melindungi lingkungan hidup terutama wilayah perairannye.
Melihat pada tabel yang dipaparkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Jjelas bahwa adanya ketergantungan Indonesia terhadap wilayah perairannya.

“ M. Jenny, dkk, Bebercpa ungkapon sejaroh penatosn rucng Indonesia, 1948-2000, (rakarta:
Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wileyah, 2003),
him. 15
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Dalam laporan ini terlihat bahwa laut dan wilayah pesisir di Indonesia bukan
hanya sekadar sumber ekomoni warga Indonesia tapi menjadi pusat perlindungan
daen konservasi berbagal macam makhluk air, yang menjadikan perairan Indonesia
bukan hanye meliputi fungsi ekonomi saja tapi fungsi sosial dan bahkan pelitik.
Dengan diversitas penggunaan faut dan pesisirnya, pemerintah menanggulangi
tantangan inl dengan perancasn dan pemanfataan ruang yang terpedu dan
herkelanjutan. Cita-cita ini perlu dipenuhi den dijawab oleh hukum, tapi ironisnya

disinilah permasalahan muncul

Mengingat kembali pada konsep ketatanegaraan yang lercermin dalam
konstiusl Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum. Negara dengan

kebertundukan penuh kepada hukum baik bagi rakyat maupun pemerintah dakam

B pementerien Eelautzn dan Perfkanan, Prodikbivitos Perikansn indonesia, Jakarta, 19 Januarl
2018, hirm. 30,
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menyelenggarakan tindakan-tindakannya, Terkait penctapan konstitusionalis
dalam Pasal 1 ayat (3] UUD NRI Tahun 1945 Prof. Jimly Asshidique meingatkan
kembali hetapa pentingnya perfu dibangun Jow moking) dan ditegakkan faw
enforcing) bagi negara hukum®. Hukum scbagei landesan tiap tindakan
pemerintah dan eksistensi hukum yeng menjadi syarat dalam penyelenggaraan
tentu harus dibangun dan disusun sedemikian rupa dengan ideologi dan falsafah
dasar dalam negara Indonesiz. Penyusunan hukum atau proses Jow meaking ini
harus terus dikembangkan, hambatan ini menjadi masalah signifikan dalam

penyusunan Perda RZWP3K,

Padahal lingkungan vang dijunjung dalam dasar falsafah ketatanegaraan
memberi arti signifikan demi pengelolaan dan perlindungan lingkungan, terutama
dalam segi filosofis dan yuridsis. Bahwa negara bukan hanya dipandang schagai
regulator tapi lebih lagi dianggap sebagai guardian of the enviromment dalam arti
bahwa sccara scnastiasa negara bukan hanya membuat regulasi-regulasi terhadap
lingkungan dan subjeknya tapl lebih lagi menjadi mencegah regulasi-regulasi
tersebut merusak lingkungan den secara aktif membentuk regulasi-regulasi untuk
mencegah kerusakan dan pelanggaran terhadap entitas lingkungan it sendiri,
Kemudian juga ditegaskan kembali dalam teori fungsi negara, negara dalam
konteks ini jugs bukan hanya berfungsi sebagai penyusun kebijekan (regulofor)
tapi lebih lagi menjadi penyedia (provider) dan aktif dalam pengawasan dan

melakukan kebijakan-kebijakan terscbul (wmpire).

** Jimly Asshidigue, “Gagasan Negara Hukum Indonesia®, Loc.Cit.,
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Peneliti depat mengataken bahwa sebagai negarn vang keglatannya
berdasarkan oleh keberadaan hukum ity sendiri, kekosongan hukum ini dapat
menghambat setiap kegiatan vang berupaya melindungi ekosistern masyarakat
Bali, dan pemerintah dalam hal ini scharusnya bessikap kritis untuk menghindari
keterlambatan pembentukan Perda tentang zomasi dalam wpaya menyangga
perairan Bali, Kekosongan hukem ini bukan hanya menimbulkan kekeliruan
dalam menata pemanfaatan tate ruang Bali sehingga menghambal pembangunan
nasional dari segi kegiatan ekonomi, sosial, konservasi, maupun religivs twpi juga
menjedi alasan para pelanggar untuk meémbenarkan tindakannya karcna tiada
kejahatan/pelangearan dapat dihukum tanpa adanya suatu landasan sebelumnya
sehingen seseorang dengan mudah secars pelahan dan sistematis memsak
lingkungan hidup pesisic di Bali. Hukum yang sebetulnyva bukan hanya
memelihara tapi juga membanty proses perubahan tidak berjalan, padahal hal ini

selaras dengan teorl kukum pembangunan.

Hukum bukan hanya sckedar alat tepi lebih legi menjadi sarana
pembangunan, Pandangan yang dikemukakan oleh Profl. Mochtar Kusaatmadja
tepat dalam memotret Kendala ini, bahwa dalam menjamin pembangunan dan
pengounaan ruang vang lebih baik hukum diperiukan untuk menjadi sarana vang
dapat membawa kepentingan tersebut. Mengingat bahwa negara dan masvarakat
terus berkembang bahkan berkembang secara berdampingan, kita dapat melihat
betapa penting suatu entitas hukum yang diperfukan untuk membangun suatu
negara dan sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan atau

mengubah kondisi masyarakat demi menjawab dan menghadapi problematika-
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prorblematika yang terus bertumbuh  dalam  kompleksitasnya. Teori ini
mempertegas kembali bahwa adanya urgensi atas pembentukan suatu hukum yang
berfunpsl sebagai pembahary masyarskat dalam tindakannya, dengan adanya
suatu Perda REWPIK maka pemerintsh dan masyarakat dapat diubah dan
dibentuk untuk menangpapi krisls tata ruang di Ball. Bukan hanya pemberheru
hukum dalam ini harus diciptakan sebagal norma konservatif dalam arti menjaga
stafus gue vang telah tercepai atau kata lain mempertahanakn keadaan vang
dicita-citakan.

Kemudian beranjak pada teori sistem hukum, pereliti dapat melihat berbagai
kejanpealan vang terjadi. Tapi terlebih dahulu lebih baik adanya suate pemahanan
terhadap apa itu sistem hukum. Sistem yang diartikan cleh Prof, Subekti adalah,
“sustu susunan ataw tatanan yang teratur, suatu kescluruhan yang terdiri atas
bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut Suatu rencana atau
pola, hasil dari suatu penulisan untul mencapal sustu tujuan™. Jadi sistern hukum
merupakan susty kerangka sistematis yang di dalamnva mempunvai segala
norma-norma yang bersifat mengatur. Tapi dalam memahami kessluruhan konsep
sistem hukum itu sendirl peneliti kembali pada pernivatasn yang dikemukan oleh
Lawrence Friedman bahwa sistern hukum terdin dari substansi, strukbur, dan
kultur, Ketiga komponen ini merupakan jiwa dari sistem hukum sendiri dan saling
berhubungan. Ketika salah satu komponen ini tidak hadir ataupun tidak berjalan
dengan apa diharapkan maka hukum it sendini tidak dapat berjalan. Demikianlah

fenomena penelitian ini terjadi bahwa dengan ketidokhadirsn helum yang

™ Inu Kancans Syafiie, Sistem Adminfirosi Negore Republik Indonesia (SANRY), (Jakartz Buml
Aksara, 2003) him. 2
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diperlukan, strukumya atau  instansi yang  diperlukan untuk  melindungi
lingkungan Bali pun tidak ada dan bahkan kultur untuk melindungi lingkungan

pun tidak terbentuk sehinga pelanggaran demi pelanggaran dapat terjadi.

Dalam penelitian inl terlihat bahwa ada komponen yang belum terealisasikan
dengan maksimal. Bahwa substansi (substance) mengenai tata ruang lant tidak
cukup hanya dengan Perda RTRW Tahun 2009, Perda RTRW Tahun 2009 dengan
skopanya tidak dapat menjawab keperluan kKhusus keseluruban Provinsi Bali.
Dalam menyangga ekosistem tata laut Bali, Perda RTRW memberikan mandat
untuk menyusunanzonasi yang ditetapkan oleh Perda RZWPIE., Perlengkapan ini
scharusnya diterapkan secars gesit demi mengukuhkan substansi hukum terscbat,
Kelambatan dalam menanggapi urgensi ini menimbulkan suatu kekosongan
hukum (rechisvacuim).

Kemudian dalam pandangan teori kepastian hukum, hukumlah yang menjadi
penentu atau pemberl suatu landasan. Bahwa salzh satu esensi dari hukum yang
dikemukakan oleh Gustav Radburch merupakan prediktabilitas. Bahwa hukum
memberikan kepastian sehingga adanya prediktabilitas dalam  substansi,
prediktabilitas  dalam  pelaksanaan, predikisbilitas dalam pengawasan,

prediktabilitas dalam sanksi, dan predikiabilitas akan kepatuhannya,

Semua ini menunjukan bahwa dengan dalil-dalil vang dikemukan pars
instansi bukanlah alasan pembenzr dalam menghedapi pembentukan Perda
REZWPIK, tentu Bali dengan kompeksitasnya tidak mudah untuk menyusun perda

tersebul. Tapi dengan kepentingan tersebut puls pemerintah sehanisnya lebih aktif
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bukan hanya dalam membentuk sturan utamanya (Perda RZWP3K) tepi
melainkan jugs aturan-aturan yeng merupakan jadi bagian darl penyusunan

terhadap Perda tersebut seperti Perda RTRW Tahun 2009,
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BAE YV

PENUTUP

A, Kesimpalan

Bahwa lctak permasalzhan penelitian ini merupakan law making process
problem, dimana terjadi kehampaan perangkat hukum yang diperlukan untuk
mengakomodasi keperluan penatsan ruang dan lingkungan hidup vang sedang
mengancam Provinsi Bali. Kehampasn ini bahkan menyimpang dari konsep
ketatanegaraan serta fungsi negara yang dijalankan Indonesia, Terlihat berbagai

faktor yang menghambat penyusunen Perda RZWP3K yvang berupa:

l. Belum adanys pedoman penyusunan vang komprehensif dan khusus untuk

keperluan Bali.

2. Kebergantungan terhadap Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009 yang sedang

ditinjau padehal regulasi tersebut menjadi penyesuai Perda RZWPIK.

3. Kefegasan atas wewenang pengawasan instusi terhadap kinerja pemerintah

provinsi

4. Kursngnya norma (insentif) dan sanksi administratif terhadap kelambatan

dalam penyusunan Perda REWPIK,
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H. Saran

Atas dasar kesimpulsn di atas maka peneliti dapat meremuskan berbagai

saran schagai berikut:

1. Suatu pedoman dalam penyusunan Perda RZWP3IK yang komprehensif dan
bergifat khusus untuk keadsan geografis, sosial, ekonomi dan budaya pada
Provinsi Bali.

2, Percepatan atas peninjauan ulang Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009,

3, Ditegaskan dan diperkuatnys instusi pengawasan terhadap Kinerja pemerintah

provinsi dan dinas-dinas yang bersanglostan.

4. Penvusunan amanat normatif serta insentif dan sanksi administrative vang

tegas untuk mempercepat kinera pemerintah provinsi.
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Abstrak

Kedaulatan lingkugan sebagal perkembangan baru menjadi bagian esensial dalam hidup
ketetatanegaraan. Dimana lingkungan it sendiri menjadi hakekat dalam menunjang
kehidupan manusia dan hak-hak manusia lainnya, Bahwa pasca-smandemen Undang-Undang
Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 1945 termuat Pasal Z8H ayat (1) dan Pasal 33 ayat
(4) vang memberi landasan konstitusional bagi hak warga negara untuk memperelch
lingkungan hidup yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan atau swsrainable
development yang sccara implisit memberi perlindungan pada lingkungan hidup itu sendir.
Melalui normma-norma tersebut, adanya mandata-mandat konstitusional yang dituangkan
dalam undang-undang dan perateran-peraturan di bawabnya. Bahwa melalui penuangan
terschut terdapat fungsi-fungsi penataan dan perencanaan ruang, Mengingat ruang wilaysh
pesisir dan jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolasn



Wilayah Pesisir dan Pulas-Pulau Kecil dan lebih lagi memberi mandat dan kewenangan bagi
fiap provins untuk menrumuskan suatu perencansan zonasi bagi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil melalui peraturan daerah sebagai alat pencapai keseimbangan dalam penatasn dan
alokasi wilayah pesisir dan lautnya. Permasalahannya, Bali sebagai salah satu provinsi yang
mempunyal kKeterkaitan erat dengan wilayah pesisir, sampai pada saat ini tidak mempunyai
peraturan daerah tersebut. Tulisan ini akan mengkaji kekosongan hukum ini dan implikasinya
bagi lingkengan hidup pada Provinsi Bali,

Kata Kunci: Green Constitution, Peraturan Daerah, Perencanaan Zonasi, dan Wilavah
Pesisir dan Pulan-Pulau Kecil

Abstract

Environmental sovereignty as a new development becomes an essential part of state life.
Where the environment itself becomes the essence of supporting human life and other human
rights. That after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
contained Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) which provided a
constitutional basis for the right of citizens to obtain a good environment and sustainable
development that implicitly gives protection to the environment itself, Through these norms,
the existence of constitutional mandates as outlined in the laws and repolations below them.
That throngh pouring these porms came functions of spatial planning and planning
Considering the coastal area and the number of small islands in Indonesia, Law No. 26 of
2007 conceming Spatial Planning and Law No. 27 of 2007 concerning Management of
Coastal Areas and Small Islands and moreover gives mamdate and authority for each provines
to formulate a zonation planning for coastal areas and small islands through regional
regulations as a means of achieving balance in the amangement and allocation of coastal and
marine arcas . The problem, Bali as one of the provinces that has a heavy reliance with the
coastal region, until now does not have these repional regulations. This paper will examine

this legal vacuum and its implications for the environment in the Provinee of Bali.

Keywordy: Green Constitwiion, Regional Regulation, Zonaiion Planning, Coastal Areas and
Srrall Islercls

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Indonesia sebagal negara vang seluruhnya terdini dari atas perkumpulan pulau-pulau
merupakan suatu konsep negara vang dikenal sebagai negara kepulauvan atau archipelagic
sfate. Konscpsi vang dicapal dengan jerih pavah Indoncsia dalam panggung intermasional
terbukti dengan pengakuannya dalam nomma-norma Konvensi Hukum Lawt 1982
Pencapaian historis ini menjadi suatu landasan hukum yang fundamental bagi Indonesia guna
menjaga kedaulatan dan kekayean yang terkadung di dalam wilayahnya. Hal ini dibuktikan
dengan jumlah pulau-pulau di Indonesia yang terdapat dalam data yang dipercleh Divisi

1 Lihat Pasal 45 huruf (2) United Notions Convention on the Law of Seas of 1982,



Pengelolaan Ruang Lawt Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 yang
mencapai 16,056 pulan tercatat di Indonesia®, dan jelas tanpa pengakuan terhadap konsep
tersebut Indonesia tidak dapat mempertahankan kedaulatan dan segala isi wilayahnya,

Schagai negara kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki
peran signifikan baik bagi masyarakat, pemerintah dan bahkan linglkungan hidup itu sendiri.
Dengan berlimpahnya jumlah pulsu-pulau dan wilayah pesisir beserta kekayaan alam yang
ada di dalamnya, tentu mengundang kesempatan ekonomis untuk meningkatkan
kesejahternan bagi mesyaraket setempat maupun masyarakat Indonesia secara keseluraban,
Bahwa menyadari pentingnya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulav-pulan kecil bagi
kescjahtersan rakyat, maka kegiatan pembangunanlah yang akan menjadi ujung tombak
dalam mencapai tjuan tersebut dan disinilah hukum mempunyai peranan yang besar.

Bertolak dari landasan veng terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD KRI 1945), Indonesia sebagai negara hukum
menyelenggarakan setiap tindakannya berdasarkan ketertiban hukum, dengan berdasarican
dan berpedoman pada hukum, dan segala kekuassan dari alat-alat pemerintahannya
didasarkan atas hukum?® Di sini dapat dilihat adanya penekanan terhadap pentingnya
eksistensi suatu perangkat hukum untuk mengatur dan mengarahkan tujuan nepgara, bahwa
semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan bertindak sesuai hukum yang berlaku, tetapi
buken scmata-mata ketertiban hukum saja yang menjadi tujuan bangsa Indonesia. Scsuai cita-
cita dan tujvan bangsa Indongsia yang schagaimana dicantumkan di dalam Alinea TV
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 wang menyatakan, “.... wmiuk membentuk suatu
Pemerintah Nepara Indonesig yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpak darah Indonesia dan wntuwk memajukan kesejahreraan wmum....", Indonesia dalam
hal ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya
dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan campur tangan pemeriniah.

Campur tangan pemerintah berupa pengaturan atau dengan kata lain membuat
perundang-undangan dalam rangka menata kehidupan bengsa. Oleh karena itu sistem hukum

I Admin  KKPMews, ‘“Indonesla Laporkan 16056 Pulau Bernama ke PBB, KEKP MNews,
https:/fkkp.go.id/diarl/artikel /874 -laporkan-2-590-pulau-bernama-ke-pbb-pulau-indonesia-yang-befnama-
kini-berjumlah-16-056, disksas pada tanggal 02 Maret 2019,

* C5.T. Kansil dan Christine 5.7, Kansil, imy Negara (Umum dan Indonesia), (lakarta: PT Pradnya Paramita
Jakarta, 2001), him. 146-147.




Ruang, yang menetepkan bagian-bagian ruang dan menentukan batas-batas pematokan ruang
untuk pemanfaatan yang berbeda-beda dan (3) Pengendalian Tata Ruang, dimana kegiatan
untuk menjaga agar sctiap kegiatan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata
ruang.

Pada wilayah pesisir terdapat teknik rekayasa yang telsh dipersiapkan bapi landasan
perencanaan, yaitu rencana zonasi. Menurut Pasal 1 angka 14 UT MNo. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolann Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (UU PWP3K Tahun 2007), rencana
zonasi adalah “rencana yang menentukan arsh penggunaan sumber daya alami maupun non-
alami yang disertai dengan penetapan struktur dan pola rusng pada wilayah yang
direncanakan yang memuat kegiatan vang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin”, Dalam menetapakan
rencana zonasi tersebut selaras dengan pendapat Jacobus Pieter Thijsse, seorang ahli insinyur
sipil Belanda menyatakan bahwa dalam hubungan dengan perencanaan harus hadir 3 unsur
yaitu': keshlian, pendidikan dan perundang-undangan Bahwa hukum (perundang-undangan)
menjadi keperluen pekok dalam perencenasn dan sccara khusus mengenai perencanaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah diberi instruksi tegas dalam Pasal 9 UU PWP3K
mengenai pembentukan atas suatu konstruksi yuridis yang memberikan dasar stas
perencanaan tersebut.

Dialam jurnal ini, penulis tidak akan mengkaji penerapan rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) secara menyeluruh di Indonesia, melainkan akan memberi
pechatian khusus terhadap Provinsi Bali. Provinsi Bali sebagai wilaysh yang memiliki
perpaduan antara kekayaan zlam dan salah pusal wisalawan mancanegara menjadi suatu
objek penelitian yang esensial. Disini penulis dengan hasil peneliannya akan mencoba
menganalisa dan mengkajl konsep dan implementasi perencanaan zonasi, seberapa jauh
diterapakannya, impikasi terhadap adanya atau ketidakadsan perencanaan zonasi tersebut,
ataupun, bila ditemukan, melihat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

B. Perumusan Masalah
Berangkat pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam jurnal in
penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

" N, lenny, dik, Beberopo ungkopon sejoroh penatoan ruong Indonesio, 1948-2000, (lakarta: Direktorat
Jenderal Penataan Ruang, Departermen Permukiman dan Prasarana 'Wilayah, 2003}, him. 15.



. Bagaimsna pengaturan dan implementasi perencanaan zonasi bagi wilayah pesigic dan
pulau-pulan kecil di Bali?

2. Bagaimana implikasi perencanasn zonasi bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di
Bali?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian
ini didahului dengan metode penelitian normatif yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan
perundang-undangan vang terkait.® Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan
pendekatan analitis (analyrical approach). Dengan pendekatan analitis yang digunakan untuk
mencari makna pada istilah-istilah hukum pada norma tertulis, yang kemudian dipercleh
suatu makna bars dan menguji penerspannya secara praktis.” Penelitian ini menggunakan
teknik studi kepustakaan vaitu mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi
dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serfa klasifikasi dan sistematisasi bahan
hukum sesuai permasalahan penelitian'®, Kemudian, penelitian ini juga menggunakan teknik
wawaneara, berupa fn-Depth Interview (wawancara mendalam). '

HASIL DAN PEMBAHASAN

A, Konsep Pengaturan dan Ilmplementasi Perencanaan Zonasi bagi Wilayah Fesisir dan
Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali

Dalam mengkaji konsep pengaturan dan implementasi perencanaan zonasi wilayah pesisir
dan pulaw-pulau kecil di Bali tentu perlu memadukan landasan normatif dan keadaan empiris
yang sebenar-benamya terjadi di Provinsi Bali. Dari segi empiris, penulis dari penclitian
lapangannya dapat mengatakan bahwa perencanaan zonasi dan penataan ruang dalam wilayah
pesisir dan pulav-pulau kecil di Provinsi Bali tidaklah memadai dan bahkan dapat dikatakan

problematik. Hal demikian dapat dicontobkan dengan melihat pembangunan sarana dan

® Sperjono Soekanto, Pengantar Penelition Hukum, (Jakarta: Universitas indonesia Press, 2012), him.5

* mukti Fajar dan vullanto Achmad, Dualisme Penelition Hukum Normotif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka
Bekajar, 2010], him. 187,

¥ goerjone Soskanto, Op.Oit, him. 34,
2 sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, [Surakarta: Unfversitas Sebelas Maret Press, 2002}, him. 3,



prasarana pada titik-titik lokasi garis sempadan pantai di sekiter Uluwatu, Kabupaten Badung
yang secara tegas dilarang oleh UU Penataan Ruang Tahun 2007'2, yang telah menempatkan
sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Observasi tersebut dapat memperlihatkan kondisi
yang mengenaskan dan barulsh menyentuh permuksan dari krisis penataan ruang di Provinsi
Bali. Tetapi pada kenyataanya problematika ini muncul atasnya kejanggalen aturan normatif,
baik itu terkait hukum yang ada tetapi tidak efektif dan kekosongan perangkat hukum yang
diperlukan.

Sebagaimana telah divratkan di atas, perencaan merupakan konsep awal dan
pembangunan. Dalam konteks ini perencasan tata ruang pada wilayah pesisir dan pulau-pulan
kecil diatur dalam dua instrumen hukum yaitu, peraturan daerah mengenai rencana tata
roang wilayah provinsi dan peraturan daerah mengenai RZWFP3K provinsi. Di Bali pun
sudah tersusun Peraturan Dacrah Provinsi Bali No, 16 Tehun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009)
yang pada dasarnya merupakan regulasi yang mengatur  keterpaduasn  perencanasn,
pemanfaatan, dan pengedalian ruang wilayah darat, laut, dan udara Provinsi Bali. Perda
RTRW Provinsi Bali Tahun 2009 tetapi tidaklah dapat berdiri sendiri melihat kompleksitas
dalam mengatur penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulan  kecil, melainkan
membutuhkan produk hukum secara khusus umtuk mengaturnys, yaitu perda RZWPIK.
Kebutuhan tersebut bahkan telah diakui dalam Pasal 94 ayat (7) Perda RTRW Provins: Bali
Tahun 2009 yang mengutarakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
harus ditetapkan melalui Perda RZWP3E. Perda RZAWP3K menjadi landasan perencanaan
dan pemanfaatan sumber dayva di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi
dan/atan pemerinteh kabupatenkota sehingga kebradsan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) tidakleh cukup untuk mengatuwr keseluruhan rusng pemerintah provinsi dan

1 Lihat pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) UL Penataan Ruang Tahun 2007,



pemerintah kabupaten/kota, Perda RZWP3K ini harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Fasal 10 UU PWP3K lebih lanjut menerangkan bahwa Perda RZWFP3K terdiri dari:

a. Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfzatan Umum, Kawasan Konservasi,

Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
b. Keterkaitan antara Ekosistern darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
¢. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan

d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosigl budaya, ekonomi,

transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan,

Secara normatif Perda RZWP3E mengatur sebagai berikut: Pertama, sebagai pengalokasi;
Redua, sebagai pengait antar ckosisiemn darat dan ckosistem laut; Ketiga, sebagal penetap
pemanfaatan ruang laut; Keempat, sebagai penetap kawasan prioritas; dan Kelima, sebagai
pemberi izin (ixin lokasi) yang sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PWP3K pemberian izin harus

berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

Ironisnya, kehadiran peraturan deerah tidak terasa dalam ranah hukum penatasn ruang di
Bali, dimana hingga saat ini Perda RZWP3K belum dapat diberlakukan. Dalam menanggapi
persoalan tersebut, penulis ketika berdialog dengan instansi pemerintah maupun lembaga
swadaya masyarakat yang bersangkutan menemukan beberapa hambatan baik secara yuridis

maupun politis dalam penyusunan Perda REWP3K:

1. Darabase vang terbatas

Narasumber dari Menteri Kelautan dan Perikanan menyzstakan bahwa kendala-kendala
yang dibadapi oleh pemerintah daerah setempat adalah minimnya dokumentasi dan
pendataan daiabase yang dimiliki tiap decrah, ditambah dengan besamya dana vang
diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan tidaklah dapat dihiraukan terhadap
kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh data vang memadai. Lemahnya



2.

4.

dokumentasi ini mempengaruhi tahap penvajian dan penyusunan rencana zonasi untuk
memotret  dimensi-dimensi  dalam  suatu ruang pesisir dan pulau-pulau schingga
menghambat penyusunan Perda RZWP3EL

Pedoman yang komprehensif dalam menyusun Perda RZWP3K

Peramran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan
PWPIK dan Pedoman Teknik Penyusunan PWP3K Provinsi Tahun 2013 yang telah
disgjikan oleh Pemerintah Pusat sebagai landasan Pemerintah Daerah dalam menyusun
Perda RZWP3K ternyata menjadi polemik bagi antar pemerintah daerah di Indonesia.
Pemerinteh Daerah Provinsi Bali dalam hal ini menanggapi kedua instrumen tersebut
belum depat mengakomodir keseluruhan kepentingan para subjek dan lingkungan hidup,
mengingat bahwa setiap provinsi memiliki faktor-fakior yang membedakan satu provinsi
dengan provinsi lainnya, baik dari kepadatan penduduk, luas wilayah, dan bahkan tingkat
keberagaman hayati akan mempengaruhi penyusunan Perda RZWP3K.

Keserasian dengan Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009

Dilema kemudian yang menghambat penyusunan Perda RZWP3K melekat pada
dependensi Perda RZWP3K terhadap Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009, Dalam
Pasal 9 ayat (2) UU PWP3K dikatakan bahwa RZWP3K hamus terlebih dahulu
harmonisasikan dengan Perda RTRW suatu provinsi. Sedsngkan Perda RTRW Provins
Bali Tahun 2009 sedang menjalani tshap reformulasi. Tahap reformulasi ini menimbulkan
keseganan dari pejabat-pejabat vang berwenang untuk menyusun Perda RZWPIK, para
pejabat berpandangan bahwa hukum harus disusun secara terpadu dan bila tidak dilakukan
maka ketimpangan hukum dalam terjadi, dan bahkan dapat mengakibatkan disharmonisasi
hukum.

Conflict of inferest dari pihak-pihak yang bersanghutan dalam perencanaan

Bahwa dalam mang terdapat berbagai sudut dimensi dan perspektif bagi pemanfaatan dan
perencansan suatu tata ruang, Ketika kerangka dimensi ini muncul, seringkali adanya
perselisihan atas kepentingan para pihak dalam suatu ruang baik sccara veriikal maupun
horizontal. Dalam wilayah pesisir tertentu dapat menghadapkan berbagai macam



kepentingan, seperti hiburan bagi sekior parawisata, konservasi bagi sekior perikanan,
pendapatan bagi masyarakat, dan dermaga bagi sckior pembangunan. Perselisihan-
perselisihan ini yang kemudian merekayasa suatu halangan bagi svatn keterpaduan dalam
menyusun Perda RZWPIK.

B. Implikasi Perencanaan Zonasi bagi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di
Provinsi Bali

1. Implikasi dari Kehampaan RZWFP3K

Dalam memazhami implikasi vang dapat ferjadi atas kehadiran, atau dalam hal ini
kehampaan Perda RIWPIK, kita perlu memahami terlebih dahulu mekanisme dan

pengaturan-pengaturan  yang terdapat dalam rencana zonasi. Bahwa rencana zonasl
memiliki berfimgsi sebagai hal-hal berikut:

a. Sebagai pemeta/penata

RZWP3K sebagai alat proses yang bukan hanya mencakup perencanasn suatu tata ruang
(planning) dan pemanfaatannya (wilization), tapi juga pengendalian pemanfaatan
(wtilization contrel) ruang tersebuti dengan interaksi manusia dalam memanfzatkan
sumber dava pesizsir dan pulau-pulau kecil serla proses alamiah secaras berkelanjutan.
Dengan kekosongan ini kebingungan menuju suatu keterpaduan muang tidak dapat
tercapai,

b. Sebagai mekanisme izin

Perda REAWFP3K schagai landasan perizinan memberikan legalitas suatu sektor usaha,
lanpa perizinan maka pembangunan dan perckonomian pun tidak dapat berkembang.
Setiap usaha yang mengutarakan perkembangan dapat terhambat atas dasar komplikasi
penzinan.

¢. Sebagai alat represif

RZWP3IK menjadi alat represif dalam arti mekanisme hukuman bagi para pelaku, dimana
terjadi pelanggaran tata ruang setiap pelaku pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi



adminstratif maupun sanksi pidena. Jelas dengan kekosongan Perda RZWP3K, setiap
pelangger tidak dapat dikenakan sanksi dan dapat melepaskan did dari jeratan keadilan.

d. Sebagai pengayom hak-hak masyarakat lokal

Dalam Perda RZWFP3K, pengayoman kepentingan masyarakat lokal merapakan porsi
yang mutlak dan melckat pada masyarakat tersebut. Kedudukan masyarakat lokal dengan
ini menjamin kedudukannya dalam mendorong pemberdayaannya, Dengan kekosongan
Perda RZWP3 K, hak konstitusional masyarakat setempat pun terabaikan.

1. Perwujudan Green Constitution melalui rencana zonasi wilayah pesisir dan
pulan pulau kecil

Mengingat kembali pada konsep ketatanegaraan yang tercermin dalam konstitusi
Indonesia, UUD NRI 1945 merupskan green comstitution. Green constitation atau
konstitusi hijan menerapkan kedaulatan lingkungan atau ecocracy, dimana lingkungan
bukan lagi objek yang dapat sembarangan di otak atik oleh manusia akan tetapi
lingkungan adalah subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri untuk dilestarikan dan juga
dilindungi dari kerusakan,'? Green constitution pertama kali ditemukan dalam amandemen
keempat UUD NRI Tshun 1945 Negara dengan kebertundukennys pada hakekat
lingkungan mengamanatkan setiap tindakan masyarakat maupun  pemerintah  untuk
memerhatikan segala aspek lingkungan.

Terkait kedaulatan lingkungan, adanya penstapsn konstitusionalis dalam Pasal 1 ayat
(3) UUTY NRI Tahun 1945 Prof. Jimly Asshidique meingatkan kembali betapa pentingnyva
perlu dibangun (Taw making) dan ditepakkan (lew enforcing) bagi negara hukum'”,
Hukum scbegei landasan tiap tindakan pemerintah dan eksistensi hukum yang menjadi
syarat dalam penyelenggaraan tentu harus dibangun dan disusun sedemikian rupa dengan
ideologi dan falsafsh dasar dalam negara Indonesia. Penyusunan hukum atau proses Jow
making ini harus terus dikembangkean, hambatan ini menjadi masalah signifikan dalam
penyusunan Perda REWP3EL

Padahal linglkungan yang dijunjung delam dasar falsafah ketatanegaraan memberi arti
signifikan demi pengelolaan dan perlindungan lingkungan, terutama dalam segi filosofis

I Jimly Asshiddigie, 2010, him. 5.
 fbid, him. .

= Jimby Asshidigue, “Sagasan Negara Hulkum Indonesia®, Loc. Cit,



Akan tetapi, masyvarakat yang sedang membangun, vang dalam difinisi kita berarti
masyarakar yang sedang beruboah cepar, hukum Hidak cukup memiliki fungsi demilian
saja. la fuga harus dapal membaniu proses perubahan masyarakat it ”

bahwa dalam menjamin pembangunan dan penggunaan rueng vang lebih baik hukum
diperlukan untuk menjadi sarana yang dapat membawa kepentingan tersebut. Mengingat
bahwa negara dan masyarekat terus berkembang bahkan berkembang secara
berdampingan, kita dapat melihat betapa penting suatu entitas hukum vang diperlukan
untuk membangun sustu negara dan sekalipus berfungsi scbagai instrumen untuk
menciptakan atau mengubah kondisi masysrakat demi menjawab dan menghadapi
problematika-prorblematika yang terus bertumbuh dalam kompleksitasnya. Teori ini
mempertcgas kembali bahwa adanya urgensi atas pembentukan suaty hukum yang
berfungsi sebagai pembaharu masyarakat dalam tindakannya, dengan adanya suatu Perda
RZWPIK maka pemerintah dan masyarakat dapat diubah dan dibentuk untuk menanpgapi
krisis tata ruang di Bali. Bukan hanya pemberharu hukum dalam ini harns diciptakan
sebagal norma konservatif dalam arti menjaga status guo yang telah tercapai aten kata lain
mempertahanakn keadaan yang dicita-citakan. Kemudian beranjak pada teori sistem
hukum, penulis dapat melihat berbagai kejangpalan yang terjadi, Tapi terlebih dahulu
lebih baik adanya suatu pemshanan terhadap apa itu sistem hukum. Sistem yang diartikan
oleh Prof. Subekti adalah, “suatu susunan atau tatanan yang teratur, sustu keseluruhan
yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurnit suatn
rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untal mencapai suatu wjvan™® Jadi sistem
hukum merupakan suatu kerangka sistematis yang di dalamnya mempunyai segale norms-
norma yang bersifat mengatur, Tapi dalam memahami keseluruhan konsep sistem hubum
itu sendiri penulis kembali pada pemyataan vang dikemukan oleh Lawrence Friedman
bahwa sistern hukum terdiri dar substansi, strukfur, dan kultur. Ketige komponen ini
merupakan jiwa dari sistem hukum sendiri dan saling berhubungan, Ketika salah satu
komponen ini tidak hadir ataupun tidak berjalan dengan apa diharapkan maka hukum itu
sendini tidak dapat berjalan. Demikianlah fenomena penelitian ini terjadi bahwa dengan
ketidakhadiran hukum yang diperlukan, strukiumya atau instansi yang diperlukan uniuk
melindungi lingkungan Bali pun tidak ada dan bahkan kultur untuk melindungi lingkungan
pun tidak terbentuk sehinga pelanggaran demi pelanggaran dapat terjadi,

¥ Inu Kencana Syafie, Sistem Adminitras! Negero Repubiik Indonesio (SANRY), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
hlm, 2



Dalam penelitian ini terlihat bahwa ada komponen yang belum tercalisasikan dengan
maksimal. Bahwa substansi (substance) mengenai tata ruang laut tidak cukup hanya
dengan Perda RTRW Tahun 2009, Perda RTRW Tahun 2009 dengan skopanya tidak dapat
menjawab keperluan khusus keseluruhan Provinsi Bali. Dalam menyangga ekosistem tata
laut Bali, Perda RTRW memberikan mandat untuk menyusunanzonasi yang ditetapkan
oleh Perda RZWP3K. Perlengkapan ini seharusnya diterapkan secara pesit demi
mengukuhkan substansi hukum tersebut. Kelambatan dalam menanggapi urgensi ini
menimbulkan suatu kekosongan hukum (rechtsvacuun). Kemudian dalam pandangan teori
kepastian hukum, hukumlzh yang menjadi penentu atau pemberi suate landasan, Bahwa
salah satu esensi dari hukum vang dikemukakan oleh Gustav Radburch merupakan
prediktabilitas.'® Bahwa hukum memberikan kepastian sehingga adanye prediktabilitas
dalam substansi, predikiabilitas dalam pelaksanaan, prediktabilitas dalam penpawasan,
prediktabilitas dalam sanksi, dan predikiabilitas akan kepatuhannya

Dengan mengisinya kekosongan Perda RZWPIK, maka green comsiffudion yang
terjelma dalam dasar negara Indonesia betul-betul terwujud dan bukanlah menjadi suatu
prinsip yang dicita-citakan. Dimana setiap peraturan perundangan-undangan dan
rambatannys dapat menciptakan kedaulatan lingkungan.

KESIMPULAN
A. Kesimpulan

Bahwa letak permasalahan penelitian ini merupakan low making process probiem,
dimana terjadi kehampaan perangkat hukum yang diperlukan untuk mengakomodasi
keperluan penataan rvang dan lingkungan hidup yang sedang mengancam Provinsi Bali
Kehampaan ini bahkan menyimpang dari konsep ketatanegarasn serta fungsi negara vang
dijalankan Indonesia. Terlihat berbagai faktor yang menghambal penvusunan Perda
REWP3K yang berupa:

1. Belum adanya pedoman penyusunan yang komprehensif dan khusus untuk keperlean Bali,

2. Kebergantungan terhadap Perda RTRW Provinsi Bali Tahun 2009 yang sedang ditinjau
padzahal regulasi tersebut menjadi penyesuai Perda RZWP3K.

3. Ketegasan atas wewenang pengawasan instusi terhadap kinerja pemerintah provinsi

% Heather Leawonds, “Gustay Radbruch: An Extroordinary Legel Fhilesopher”, Washington University Journal
of Low & Policy, Vol 2 of donuarny 2000, p. 453,
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Kegiatan Peneliti/ Angpota Peneliti | Catatan
ARUSIIS Persizpan Bahan Penyusunzn Dr, Tundjung Heming Sitabuana, Tahap Persiapan
2018 Proposal Dr. Ahmad Redi,
Jestin Justian, Leander Elian Zunggaval
Agustus- Penyusunan Proposal ‘Dr. Tundjung Herning Sitabuana, Tahap Persiapan
September Dr. Ahmad Redi,
2018 Jestin Justian, Leander Elian Zunggaval
Oktober Revisi proposal penelition atas Dr. Tundjung Herning Sitabuana, Revisi hanya terkait
2018 hasil tim reviewsr D, Ahmad Radi, perubahan anggaran
Jestin Justian, Leander Elian Zunggaval penelitian,
Tehap Persiapan
Oktober Penulizan Bab I-1TT Dr. Tundjung Herning Sitabuana,
2018 Laporan Penelitian Dr. Ahmad Redi, Tahap Pelaksanaan
Jestin Justian, Leander Elian Zunggaval
* November Pembuatan Surat dan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, Tahap Pelaksanaan
2018 Koordinasi dengan berbagai D, Ahmad Redi,
pihak di lapangan Jestin Justian, Leander Elian Zunggaval
25-28 Penelitian Lapangan di Bali Jestin Tustian Tahap Pelaksananh
MNovember Leander Elian Zunggaval
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Desember Pemyusunan Bab IV Laporan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, Tahap Laporan
2018 Penelitian Dr. Alhmad Redi,
Jestin Justian, Leander Elian Zunggaval
Desember Monev, Laporan setelah Drr. Tundjung Herming Sitabuana, Tahap Laporan
2018 Monev, Panyempurnaan dan Dr, Ahmad Redi,
Penjilidan Laporan Jestin Justian, Leander Elian Zunggaval




UNTAR

Universitas Tarumanagara

PERIANJLAN PELAKSAMNAAMN PENELITIAN
NOMOR: 1074 Int-DIR.PPEM/UNTAR/Y/ 2018

Pada hariinl, Senin tanggal 29  Okbcber tahun 2018 yang bertands tangan di bawah inl;

i Nama 1 Jap Tji Beng., PhD,
Kedudukan : Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
selanjutnye digebut PIHAK PERTAMA;

2 MNama : Or. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,C.N., M. Hum
Kedudukan ; Pemelit Utama

bertindak untuk diri sendisl dan atas nama - 1 {satu) orang Penaliti Anggota :

Mama : Dr. Ahmad Redl, 5.H.,M.H
labatan ¢ Dosen Fakultas Hukum

balk sendiri-sendii maupun bersama-sama disebut PIHAK KEDUA, cengan inl sepakat untuk mengadakan

perjanjian pelzksanaan penelitian sehubungan dengan telah disetujuinya usulan penelitian PIHAK KEDUA dengan
Judul:

“ Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Zonasi Sebagal Peyangza Ekosistern
Perairan Bali *

PFasal 1

PIHAK PERTAMA untuk dan atas nama Direktarat Penelitian dan Pangabdian kepada Masyarakat Universitas
Tarumanagara, bartindak selsku pemberi tugas kepada PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan penelitizn dengan
kualifikasi: Penelitian Pemola Lanjistan

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelesaikan tugas penelitisn sehagaimana tercantum datam usulan
penaiitian yang telah disetuul oleh PIHAK PERTAMA, selambet-lambatrya akhir Desember 2018

Pasal 3

PIHAK PERTAMA manyediskan biaya pelaksanaan penelitian bagi PIHAK KEDLIA sebesar 2 1.000.000,- [Dua pulub
satu juta rupiah] seperti tercantum dalam rencana dan rekapluilasi penggunaan biaya,

Pasal 4

(1} Penggunaan biaya penefitian yang diterima dar PIHAK PERTAMA adalzh men)adl wowenang FIHAK KEDLUA
dengan catatarn;
A, lhdak melempaui batas blaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan.
b. peralatanfinventaris yang dibeli dengan anggarzn bizya penelitian inl menjadi miik Direktorat.
(2} Daltarfinventaris sebagaimana tersebut pada Ayat |1} Huruf [b) selambat-lambatnya 1 {satu] bulan setalah
penelitian selesai, telah dapat ditarima oleh PIHAK PERTAMA
Pasal 5

(1] Biaya penelitian diserahkan oleh PIHAK PEATAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 {dua) tahapan:
a. tahap pertama sebesar 50 {lima puluk) persen dari keselurvhan biaya proyek penelitian dilakukan
segera setelah naskah perjanjian provek penelitian yang bersangkutan ditandatangani,

———— ——— -
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copy, legboak 2 eksemplar, laporan keuangan 3 (figa) eksemplar dan soft copy datam bentuk CD serta
drat artiknl limiah sebanyak L [satu) eksemplar kepada Lembiaga,
(2] PIHAK KEDUA berkewafiban menyerahkan ringkasan laporan penelitian yang ditulis dalam bentul artlked
iimigh dilengkapl abstrak dalam bahasa Inggris yang diterima dalam seminar atau  jurnal
naslonalfinternasional {peer reviewer)

[3) Perjanjian ini berakhin setelah para pihak memenuhi semua kewsjiban yang ditentukan Syat (1] dan [2),
Pazal &

[1) PIHAK PERTAMA barhak mempublikasikan ringkasan lzparan penslitian vang dibuat PIHAK KEDLUA ke dalam
sadah satu jurnal dmiab yang tarhit di lingkungan Universitas Tarsmanagara,

[2) Hak cipta dan honorarium atas pemuatan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksed Ayat 1)
dimiliki oleh PIHAK KEDLA

(3] PIHAK KEDUA Berkewajban membuat Poster penclitian yang cudahbfiedang dilaksanakon, wntuk
dipamarkan pads saat kegiatan Research Waek tahun tarksit

(4] Penggandasn dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelition hanya dapat dilakukan oleh PIHAK
KEDUM setelah mendapat persetujean tertulis dad PIHAK PERTAMA,

Pasal 7

{1} PIHAK KEDUA szlaln bertanggung jewab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, Juga
bertamggung jewab atas blays yang telah diierimanya dari PIHAK PERTARMA,

(2] Apabila PIHAY KEDUA karena sesuatu hal terpaksa hamus menyerahkan tanggurg jawab kepada pibak lain,
miaka peryarahan tersebut harus sepenpgetahivan dan perseiujuan tertulis darl PEHAK PERTAMA.

Pazal &

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap s3at, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah
melanggar isi perjanjian inl
Pasal 9

{1] PiHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang batas wakiy penyelassian
penelitian lekih daripada yang ditentukan Fasal 2, dengan menyertai alasan-alasannya.

2] PHAK PERTAMA berwenang untuk menalak permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan Ayat (1)

{3} Perpaniangan batas waktu sebagaimana dinyatakan Pasal ini hanya dapat diberikan satu kali.

Fasal 10

PIHAK KEDUA waji mengembalikan blaya yeng telab diterimanya kepads PIHAX PERTAMA, apabila PIHAK
EEDLA menghentikan secara sapihak pelaksanazn penelitian.

PFasal 11

11} Apahila penyelesaian tugas peneltian sebagsimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu
vang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanfian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1 {satu) persen
untuk cetiap hari kelambatan dengan Jumlah setinggi-tingginga sebesar sisa anggaran vang belum
diterimariya danfatau dikenzkan sanksi administratif.

{2} Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendzsi Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

Bisya penelition yang diberiksn cleh PIHAK PERTAMA cebagsl abthat Lesspakatas dalamm perjznian i
dibebankan kegada anggaran Univessitas Tarumanagari,



Fasal 13

Retume dan laporan hasil penelitian dibuat PIHAK KEDUA dalam 5 (fima) rangkap disampaikan kepada PIHAK
CERTAR A

Pasal 14
(1) Apabila terjadi persellsihan menyangkul palaksanaan pefjaniian inl, kedua belah pihak sepakat untuk

menyelesaikannya secara musyawarah,
7] Apabita penyelesalan sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada

fimpinan Universitas,
(3] Keputusan sebagairnana dimaksud dalam pasal ini bersifat final.

Pazal 15

| Berignjian inl berlaku sejak ditandatangani sish kadua belah pihak dan dibuat rangkap 3 (tiga)

FIHAK FERTAMA PIHAK KEDUA
4/ : .;xﬂ'} «g.a—/g_
o
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REMCAMA PENGOUNAAN BIAYA

(Rp)
Rencana Penggunan Bisva Jumlah
Honorarium Rp 6.300.000.-
Pelaksanaan penelitian Rp 14 700.000-

REEAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA

(Rp)

Po: Anggaran Tahap | Tahap I Jumiah
Honorarium 30000, - 1500000, - 6300000, -
Pelaksanaan penelition 73500000, | 73500000 | 14.700.000-
Jumiah L0, 500,000, 10500000« | 21,000,004, -

Jikarta, 2018
Peneliti.
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